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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  

Tahun 2021-2026.  

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana 

selama 5 (lima) tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja PD)  yang merupakan pedoman penyelenggaraan 

administrasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga 

berencana tahunan. 

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat 

memberikan gambaran penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sebagai tahapan 

kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Bontang , yaitu 

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradap”. 

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak 

kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan 

masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. 

 
Bontang, 31 Oktober 2021   ̀      

Kepala Dinas, 

 
 

 
 

dr. Bahauddin, MM 

Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 196510211998031002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
( EXECUTIVE SUMMARY ) 

 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap SKPD 

diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Dimana Renstra SKPD merupakan upaya 

mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik nasional, 

pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah agar dapat 

bersinergi. 

Menyadari pentingnya perencanaan pembangunan yang bersifat 

jangka panjang sebagai acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah dan Pendek, akan menuntut adanya kewajiban bagi 

penyelenggara Kota Bontang termasuk di dalamnya Pimpinan SKPD untuk 

menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan yang akuntabel.  

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 

……….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Bontang Tahun 2021-2016, dipandang perlu Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang untuk menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota 

Bontang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat akan mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

daerah, di mana sistimatika Renstra disusun sesuai ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 
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Capaian Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang untuk masa Renstra 2021–2026 secara 

umum menggambarkan kinerja yang cukup berhasil dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan 

perbaikan dan peningkatan dengan indikator: 

1.1. Tingkat Partisipasi  Angkatan Kerja Perempuan meningkat dari 

Target 20,04% meningkat menjadi 69,24%% 

1.2. Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta sebanyak 1607 

Orang. 

1.3. Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah sebanyak 

1756 Orang. 

1.4. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 0.04% 

1.5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari 

tindakan kekerasan 100%. 

1.6. Capaian Penyelengaraan Kota Layak Anak dengan Kategori Madya. 

2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggambarkan 

perbaikan dan peningkatan dengan indikator: 

2.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,02. 

2.2. Rasio akseptor KB meningkat dari 69,18% menjadi 71,75%. 

2.3. Cakupan peserta KB dari 69,18% menjadi 71,75%. 

2.4. Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I sebesar 21,09% 

Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam 

pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas 

pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai 
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tujuan organisasi. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan 

yang baik (good governance) tersebut diperlukan adanya langkah 

pembaharuan atau reformasi birokrasi tidak terkecuali di lingkungan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  Kota Bontang.  

Saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kota Bontang akan melaksanakan tahap kedua dari perencanaan strategis 

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kota Bontang. Untuk menjaga 

kesinambungan penyelenggaraan tata pemerintahan dengan 

pembangunanan daerah  dilakukan perumusan hubungan  pencapaian 

sasaran  dan arah kebijakan daerah, serta melakukan  keserasian, 

keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan pencapaian sasaran 

Rencana Strategis  dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KEMENPPPA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN), Serta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan tetap 

memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2016 – 2021, 

telaah KLHS dan RTRW.  

Berdasarkan hal itu ditentukan  isu-isu strategis  sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan gender di dalam berbagai 

aktivitas sosial politik. 

2. Rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai 

kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal 

ini ditandai rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan publik 

3. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam mengikuti program KB 

4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB Masih 

kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan program KB 

5. Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari 

kekerasan, baik kekerasan dalam rumah-tangga maupun tempat-
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tempat umum 

6. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana 

7. Belum maksimalnya kualitas pelayanan keluarga berencana 

8. Rendahnya kualitas SDM PD DPPKB dalam rangka penyusunan 

rencana dan anggaran yang responsif gender dan keluarga berencana 

9. Rendahnya partisipasi stakeholders (PD, LSM, dan badan 

internasional) dalam rangka advokasi, komunikasi, informasi, Edukasi 

dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender), PKHP (Peningkatan 

Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan 

Anak), KS (Keluarga Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana) 

10. Kurang maksimalnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, baik pelayanan penanggulangan kekerasan 

perempuan dan anak  

11. Peningkatan sumber daya aparatur  

12. Masih rendahnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak  

13. Belum maksimalnya Sistem Informasi pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana  

14. Mewujudkan tata kelola pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

Untuk lima tahun kedepan, telah ditentukan melalui Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran  

pembangunan daerah meliputi : 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 

2. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. 

3. Peningkatan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan 
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Kesehatan Reproduksi. 

4. Peningkatan Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, 

edukasi dan data. 

6. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang 

program pemberdayaan perempuan. 

Strategi yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara lain: 

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender 

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendataan administrasi kependudukan dan layanan DPPKB. 

3. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan SKPD dengan instansi terkait. 

4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

5. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan perempuan dan 

anak.  

6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi. 

7. Peningkatan revitalisasi KB dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

8. Melakukan sinkronisasi program dengan BKKBN dan DKP3A Provinsi 

Kaltim untuk memaksimalkan layanan DPPKB Kota Bontang. 

9. Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan ketahanan keluarga menuju 

keluarga sejahtera. 
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10. Sosialisasi/ kampanye tentang program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

Dengan telah menyelaraskan  pada pencapaian visi dan misi Walikota 

dan Wakil Walikota Bontang periode 2021-2026  ditentukan isu strategis, 

indikator kinerja, capaian sasaran  dan berbagai kegiatan. Hal tersebut  

merupakan  instrumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang untuk mencapai  sasaran dan tujuan  

pembangunan  daerah. Untuk itu pembangunan pemberdayaan perempuan 

dan keluaga berencana merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang 

cukup penting dan  memiliki kontribusi untuk penanggulangan kemiskinan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, dan berlakunya Undang – Undang Nomor 

23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola 

pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.   

Sejalan dengan hal di atas, Otonomi Daerah membawa 

konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar 

dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, 

pembangunan maupun  pelayanan umum kepada masyarakat. 

Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang  Tahun 

2005-2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota 

Bontang  Nomor 5 Tahun 2011, yang di dalamnya tertuang Visi 

Pembangunan Daerah 2005-2025 yaitu : “KOTA MARITIM 

BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN 

DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT”,  

Kota Maritim adalah Kota Bontang sebagai entitas administratif 

ekonomi dan ekologis yang didominasi oleh wilayah pesisir dan laut 

sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) 

bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman ini mencakup domain fungsional 

ekonomi dan industri kelautan yaitu  jasa-jasa kelautan, 
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kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan 

budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa 

kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan 

pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore).     

Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional 

berbasis pada nilai- nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu 

mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim 

pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke depan 

industri maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi 

dan saling menunjang.   

Berwawasan lingkungan adalah upaya sistemik untuk meningkatkan 

kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumber daya alam 

melalui mekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan.   

Mensejahterakan masyarakat adalah terwujudnya masyarakat Kota 

Bontang yang terpenuhi hak-hak dasarnya sehingga menikmati kualitas 

kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memiliki pilihan yang luas 

dalam seluruh kehidupannya.   

Misi Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang 

tersebut,  Misi Pembangunan Kota Bontang adalah sebagai berikut :  

a)  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Bontang 

yang berkebudayaan industri, berakhlak mulia dan bermartabat;  

b)  Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik (good 

governance);  

c)  Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bontang;  

d)  Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan sektor maritim 

sebagai penopang pembangunan ekonomi dan tetap menjaga 

keseimbangan industri migas dan non-migas. 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

untuk jangka waktu pembangunan lima tahunan. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bontang  Tahun 2021-2026, memasuki tahap pemantapan 

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, termasuk di 

dalamnya pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak 

dan keluarga berencana. Dalam implementasi RPJMD Tahun 2021-

2026, Pemerintah Kota Bontang  telah menetapkan Visi yaitu : 

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradap”, yang 

mengandung arti terwujudnya suatu tatanan masyarakat, 

pemerintahan dan pembangunan Bontang yang Tertib, Agamis, Mandiri, 

Aman dan  Nyaman dengan misi sebagai berikut : 

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi 

kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam 

pembangunan. 

2. Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan 

berwawasan lingkungan memalui pemantapan ekonomi sosial 

budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. 

3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dinas Pemberdaayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  menyusun 

Rencana Stratejik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana  Tahun 2021-2026 sebagai kerangka operasional 

pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 

lima tahun. 
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Renstra Operasional Perangkat Daerah (OPD) adalah serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan 

tujuhan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana  tersebut dilakukan analis 

masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun 

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis 

berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus 

berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi ( meliputi kekuatan 

dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan 

atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak 

terhadap masyarakat. 

Fungsi Renstra Operasional Perangkat Daerah (OPD)  Antara Lain :  

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong 

berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan 

dimasa depan; 

b.  Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja 

(Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di 

SKPD. 

Renstra Operasional Perangkat Daerah (OPD) mempunyai 

kedudukan strategis yaitu menjembatani perencanaan pada OPD 

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

sebagai implementasi  pelaksanaan Rencana Pembangunan  Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk 

mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang, disusun berpedoman kepada Rancangan Awal 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 

2021-2026. Adapun tata cara, tahapan dan mekanisme penyusunan 

Renstra OPD berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

Keterlibatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana Kota Bontang dengan dokumen-dokumen 

Perencanaan lainnya :  

a. Keterlibatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang dengan RPJM Daerah Kota 

Bontang. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang. berpedoman pada RPJM Daerah sebagai 

dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan : 

1) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang sebagai dokumen teknis sebagai 

penjabaran RPJM Daerah. 

2) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang memuat visi, misi arah Kebijakan 

Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang 

kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka 

waktu tertentu yang disusun oleh SKPD yang berkoordinasi 

dengan BAPPEDA. 

b. Keterlibatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Renstra Kantor Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 

digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang disusun 

sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan 

kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran. 
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1.2  Landasan Hukum 

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pemekaran 

Pemerintahan Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 
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Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 

2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang 

telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
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16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4736); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4816); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cata Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. 

32. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 33 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2010- 2030. 

33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Bontang. 

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan  Perangkat Daerah. 

35. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang 

Tahun 2005 – 2025. 

36. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor … Tahun 2021 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kota Bontang 

Tahun 2021 – 2026. 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang disusun dengan maksud untuk memberikan 

arah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana 

selama lima tahun.  



 

 
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 

 

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

11 
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana  Kota Bontang adalah :  

2. Menjabarkan tujuan, sasaran serta memuat arah kebijakan 

pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu lima tahun 

kedepan, sebagai implementasi dari Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih.  

3. Membangun komitmen dan konsistensi perencanaan serta 

pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka 

pembangunan berkelanjutan Kota Bontang sebagai kota industri dan 

jasa sebagai bagian dari pembangunan Nasional Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945. 

4. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kontinuitas perencanaan 

pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 

Tahun 2021-2026.  

1.4  Sistematika Penulisan 

Rencana Strategis SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2016-2021, disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1  Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD 

2.2  Sumber Daya SKPD 

2.3  Kinerja Pelayanan SKPD  

2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

  3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan   Fungsi 

Pelayanan SKPD 

   3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Terpilih 

   3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kalimantan Timur 

   3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 

   3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 

   4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

   4.2 Strategi dan Kebijakan 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA 

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
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BAB II  

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD 

Memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa 

saja sumber daya yang di miliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang dalam menyelenggarakan tugas dan 

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah di hasilkan 

melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang  periode sebelumnya. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 

Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah. Dasar pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang adalah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota 

Bontang Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana. 

Selain itu juga mengemukakan capaian program prioritas Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yang telah 

di hasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi 

melalui Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kota Bontang saat ini. 
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  Tugas Pokok PD 

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana  adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib 

Non Pelayanan Dasar Daerah berdasarkan azas desentralisasi 

dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 

  Fungsi PD 

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  

adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana di Daerah. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam 

pelayanan umum bidang pemberdayaan perempuan, 

perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk keluarga 

berencana. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan 

perempuan,  perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan 

keluarga berencana 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya.  

  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana sebagai berikut:  

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahkan : 
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a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  

3. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, 

membawahkan : 

a. Seksi Perlindungan Perempuan. 

b. Seksi Bidang Kesertaraan Gender 

c. Seksi Bidang Kualitas Keluarga 

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

membawahkan : 

a. Seksi Penyuluhan, Pergerakan dan Pengendalian 

Penduduk 

b. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana 

c. Seksi Institusi, Ketahanan dan Kesejahterahan Keluarga. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.1.4  Uraian Tugas Organisasi 

Uraian tugas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang meliputi: 

a. Kepala Dinas 

Memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana berdasarkan peraturan dalam rangka membantu 

Wali Kota dalam melaksanakan   urusan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan 

dengan fungsi jabatan sebagai berikut : 

1) Perencanaan program dan kegiatan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. 

2) Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana  
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3) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan. 

4) Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana   

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

6) Pelaksanaan tugas lain-lain  

b. Sekretaris 

Memimpin dan menyelenggarakan urusan kesekretariatan 

sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dengan fungsi 

jabatan sebagai berikut : 

1) Perencanaan program kerja Sekretariat  

2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan. 

3) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 

4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

program kerja Sekretariat.   

5) Pelaksanaan tugas lain-lain. 

c. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. 

Memimpin dan melakanakan urusan pemberdayaan dan 

perlindungan perempuan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dalam rangka mewujudkan keseteraan 

gender dan pemenuhan hak perempuan dengan fungsi 

jabatan sebagai berikut : 

1) Perencanaan program kerja Bidang Pemberdayaan 

dan Perlindungan Perempuan  

2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan 

3) Penyelenggaraan urusan perlindungan perempuan, 

kesetaraan gender dan kualitas keluarga   
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4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

program kerja Bidang Pemberdayaan dan 

Perlindungan Perempuan   

5) Pelaksanaan tugas lain-lain 

d. Kepala Bidang Perlindungan Anak 

Memimpin dan melaksanakan urusan perlindungan anak 

serta publikasi, dokumentasi dan informasi berdasarkan 

peraturan untuk menjamin terpenuhinya ak-hak anak serta 

ketersediaan dan keakuratan data terkait perempuan, 

gender, anak dan keluarga berencana dengan fungsi jabatan 

sebagai berikut : 

1) Perencanaan program kerja Bidang Perlindungan Anak 

2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan  

3) Penyelenggaraan urusan perlindungan anak serta 

publikasi dokumentasi dan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE)   

4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Bidang Perlindungan Anak.  

5) Pelaksanaan tugas lain-lain. 

e. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana. 

Memimpin dan melaksanakan urusan pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan 

dalam urusan pengendalian penduduk dan   keluarga 

berencana, dengan fungsi jabatan sebagai berikut : 

1) Perencanaan program kerja Bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana  

2) Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawaha  

3) Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana   
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4) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program 

kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana  

5) Pelaksanaan tugas lain-lain  

 

2.2 Sumber Daya SKPD 

  Sumber Daya Manusia 

Susunan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang sampai dengan akhir tahun 

2020 dalam tabel 2.1 

 

Tabel 2. 1  

Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan 
 

No. Klasifikasi Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 
3. 
4. 

S-2 

S-1 
SARJANA MUDA / D III 
SLTA/SLTP 

6 

26 
4 
19 

Jumlah Total 55 

Sedangkan komposisi Pegawai berdasarkan klasifikasi 

jabatan di sajikan pada tabel 2.2 

 

Tabel 2. 2  

Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan 

No Klasifikasi Jabatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Jabatan Struktural 

Jabatan Fungsional Khusus 

Jabatan Fungsional Umum 

55 

0 

0 

Jumlah Total 55 
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 Komposisi Pegawai berdasarkan klasifikasi golongan di 

sajikan pada tabel 2.3.  

 
Tabel 2. 3  

Data Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Golongan 

No Klasifikasi Golongan Jumlah 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

IV / b 

                  IV / a 
                  III / d 

                  III / c 
                  III / b 
                  III / a 

                  II / d 
                  II / c 

Non Golongan (TKD) 

2 

3 
6 

10 
2 
1 

2 
1 
29 

 

Jumlah Total 55 

 

  Data Perlengkapan Pelayanan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

memiliki sarana dan prasarana Gedung Kantor yang beralamat 

Gedung Graha Taman Praja Bontang Lestari inilah pusat 

kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana yang di dukung sarana dan prasarana perlengkapan 

yang cukup memadai.  

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

operasional di lapangan terdiri dari bangunan dan Sarana 

Mobilitas. Sarana Bangunan berupa :  

a. 1 (satu) tempat pelayanan perlindungan perempuan 

dan perlindungan anak (P2TP2A) sebagai sarana pusat 

layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan. 
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b.  3 (Tiga) Balai Pelayanan Keluarga Berencana pada 3 

kecamatan dalam rangkaian kegiatan Keluarga 

Berencana  

c. 1 (satu) Unit Gudang Alat Kontrasepsi (Alokon) untuk 

menyimpan dan mendistribusikan persediaan Alokon. 

Dinas PP dan KB Kota Bontang, memiliki Sarana Mobilitas 

berupa :  

a. Kendaraan Roda 2 (dua) : 

• 5 (Lima) unit digunakan untuk memfasilitasi 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). 

• 3 (Tiga) unit digunakan untuk memfasilitasi 

Penjemputan Akseptor  

b. Kendaraan Roda 4 (Empat) : 

• 1 (Satu) Unit digunakan untuk memfasilitasi 

Pendistribusian Alokon. 

• 1 (Satu) Unit digunakan untuk memfasilitasi 

Penjemputan Akseptor. 

• 1 (Satu) Unit digunakan untuk memfasilitasi 

pelayanan Akseptor. 

• 1 (Satu) Unit Mobil Penerangan (MUPEN) untuk 

menyampaikan informasi tentang Program 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

2.3 Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kota Bontang 

  Kinerja Pelayanan OPD 

Kinerja pelayanan Dinas PP dan KB Kota Bontang merupakan 

capaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui implementasi 

Renstra tahun 2019- 2021, hal itu tercermin dari indikator kinerja 
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yang telah dicapai oleh DPPKB Kota Bontang pada periode Renstra 

Tahun 2019 – 2021 dimaksud 

Sampai dengan akhir tahun 2020, kinerja pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang disajikan pada tabel 2.4.  

 

  Kinerja Keuangan OPD 

Kinerja Keuangan Dinas PP dan KB Kota Bontang merupakan 

capaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui Realisasi Keuangan 

pada Renstra tahun 2019- 2021, hal itu tercermin dari Realisasi 

Keuangan yang telah dicapai oleh DPPKB Kota Bontang pada periode 

Renstra Tahun 2019 – 2021 dimaksud. 

Capaian Kinerja Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota 

Bontang secara terperinci dijelaskan pada tabel di bawah ini tabel 

2.4. 
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Tabel 2. 4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  

Kota Bontang 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

1

1.1
PARTISIPASI ANGKATAN 

KERJA PEREMPUAN
% 20,03 20,04 20,05 68,24 69,24 - 340,69 345,51

1.2

PARTISIPASI PEREMPUAN 

DI LEMBAGA 

PEMERINTAH

% / 

orang
49,05 49,06 49,07 1633* 1607* -

1.3
PARTISIPASI PEREMPUAN 

DILEMBAGA SWASTA

% / 

orang
50,03 50,04 50,05 1756* 1756* - - - -

1.4 RASIO KDRT % 1,00 1,00 1,00 0,37 0,04 - 37,00 4,00 -

1.5

PENYELESAIAN 

PENGADUAN 

PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK

% 100 100 100 100 100 - 100 100 -

No
Indikator Kinerja Sesuai 

Tugas Fungsi OPD
Satuan

Target Renstra Tahun 

ke

Realisasi Capaian 

Tahun Ke
Rasio Capaian Tahun Ke

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Target 

IKK

Target 

SPM

Target 

Indikator 

Lain

 

Bersambung 
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Lanjutan Tabel 2.4 

No 

Indikator Kinerja 

Sesuai Tugas Fungsi 

OPD 

Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lain 

Satuan 

Target Renstra Tahun 

ke 

Realisasi Capaian 

Tahun Ke 
Rasio Capaian Tahun Ke 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

2 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

2.1 
CAPAIAN 

PENYELENGGARAAN 

KOTA LAYAK ANAK 

      Nilai Madya Nindya Nindya 
Madya 

(783,9) 

Madya 

(783,9) 
- 100  0,75  - 

2.2 
RASIO RATA-RATA 

ANAK DALAM 

KELUARGA 

      Rasio 1,89 1,89 1,89 2,03  2,02  - 107,43  106,89  - 

2.3 
RASIO AKSEPTOR KB 

PER 100 ORANG 
      % 79 79 79 68,82  71,75  - 87,11  90,82  - 

2.4 
CAKUPAN PESERTA 

KB AKTIF (PUS 

32.569) 

      % 79,3 79,4 79,5 68,82  71,75  - 86,78  90,37    

2.5 
Keluarga Pra 

Sejahtera dan 
Sejahtera I 

      
% / 

Orang 
42,3 42,4 42,5 21,09  21,09  - 49,86  49,74  - 
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Tabel 2. 5  
Anggaran dan Realisasi Pendanan Pelayanan OPD   

Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Keluarga Berencana  

Kota Bontang 
 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi

A

1 Belanja Pegawai 2.244.061.308,00 4.487.961.821,00 - 2.212.067.633,00 4.265.685.156,00 - 98,57 95,05 - 0,50 0,48

B

1 Belanja Pegawai 22.470.000,00 57.670.000,00 - 11.300.000,00 48.570.000,00 - 50,29 84,22 - 0,61 0,77

2
Belanja Barang dan 

Jasa
6.116.066.150,00 5.505.330.152,00 - 5.839.043.863,00 5.265.059.020,00 - 95,47 95,64 - (0,11) (0,11)

3 Belanja Modal 2.513.059.000,00 2.493.010.000,00 - 2.352.771.990,00 2.275.973.536,00 - 93,62 91,29 - (0,008) (0,03)

10.895.656.458,00 12.543.971.973,00 - 10.415.183.486,00 11.855.287.712,00 - 84,49 91,55 - 0,13 0,12

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Jumlah Total

No
Uraian Sumber 

Keuangan

Anggaran Pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun Ke
Rasio antara Realisasi Anggaran 

Tahun Ke

Rata-Rata 

Pertumbuhan
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan DPPKB Kota 

Bontang 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengalami suatu 

tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan 

pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 

dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 

 Permasalahan dan Potensi pada Renstra Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak 

a. Permasalahan Kementerian PPPA 

1. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di 

tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat 

PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan 

pemerintah daerah; 

2. masih banyaknya kabupaten/kota yang belum mencapai 

peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai dengan 

tahun 2018 jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 

177 kabupaten/Kota atau 30,94% dengan berbagai 

peringkat; 

3. capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih 

rendah, seperti kepemilikan akte kelahiran; Lembaga 

Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi 

Orang Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung 

anak sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang 

pendidikan menengah; sekolah ramah anak; pusat 

kreatifitas anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); 

Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media 
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informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) 

dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak); dan daerah 

mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak 

dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP), serta 

pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P); 

4. belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga 

profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan 

dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 

5. belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa 

metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 

6. tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di 

ranah privat (KDRT) maupun diranah publik dengan 

spektrum yang semakin luas; 

7. belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak 

perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan 

kasus kekerasan terhadap perempuan; 

8. lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di 

kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan 

perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan 

substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya 

berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan; 

9. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai 

permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat 

diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan 

kasus-kasus perlindungan perempuan; 
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10. tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama 

kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat 

maupun ranah publik; 

11. terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-

hak anak seperti: pekerja anak, dan anak berhadapan 

dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, 

serta anak berkebutuhan khusus; dan 

12. dampak pandemi Covid-19 berupa munculnya berbagai 

permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat 

diperkirakan dapat berakibat terhdap peningkatan kasus-

kasus perlindungan khusus anak. 

13. belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program 

dan kegiatan, pelaporan kinerja Kemen PPPA, penyediaan 

data terpilah gender dan anak, serta pengelolaan Sistem 

Informasi Gender dan Anak; 

14. belum optimalnya pengawasan internal guna mewujudkan 

akuntabilitas Kemen PPPA; 

15. belum optimalnya pengelolaan administrasi, sarana 

prasarana penunjang. 

 

b. Potensi Kementerian PPPA 

1. Dalam upaya pelembagaan PUG di tingkat Nasional dan 

Daerah, telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah 

pada Percepatan Pelaksanaan PUG, hasilnya sebanyak 34 

K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan 

yang responsif gender. 

2. kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam 

mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan 

daerah; 
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3. kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan 

sebagian besar kabupaten/kota; 

4. telah banyaknya provinsi yang telah menginisiasi 

PUSPAGA; 

5. semakin tingginya perhatian kepala daerah 

(Gubernur/Walikota/Bupati) terhadap pemenuhan hak 

anak; 

6. telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

7. terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi dan Kab/Kota, 

hasil dari Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk 

kesejahteraan perempuan dan anak);  

8. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung 

daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

9. terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA 

di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan 

perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);  

10. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka 

mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang 

menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan 

Pemerintah Daerah (Pemda); dan 

11. dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai 

dan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan Kemen PPPA sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

12. Dalam upaya pelembagaan PUG di tingkat Nasional dan 

Daerah, telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah 

pada Percepatan Pelaksanaan PUG, hasilnya sebanyak 34 
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K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan kegiatan 

yang responsif gender. 

13. kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam 

mendorong pemenuhan hak anak di tingkat pusat dan 

daerah; 

14. kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan 

sebagian besar kabupaten/kota; 

15. telah banyaknya provinsi yang telah menginisiasi 

PUSPAGA; 

16. semakin tingginya perhatian kepala daerah 

(Gubernur/Walikota/Bupati) terhadap pemenuhan hak 

anak; 

17. telah terbentuknya Keanggotaan Forum Komunikasi untuk 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

18. terbentuknya Forum PUSPA di Provinsi dan Kab/Kota, 

hasil dari Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk 

kesejahteraan perempuan dan anak);  

19. disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung 

daerah dalam menjalankan kewenangan Perlindungan 

Perempuan dan Anak; 

20. terbitnya Surat Mendagri tentang Pembentukan UPTD PPA 

di daerah untuk memperkuat kelembagaan perlindungan 

perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);  

21. tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka 

mendukung pemenuhan hak-hak perempuan yang 

menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan 

Pemerintah Daerah (Pemda); dan 

22. dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai 

dan alokasi anggaran yang memadai dalam pelaksanaan 
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program dan kegiatan Kemen PPPA sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

 Permasalahan dan Potensi pada Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional. 

a. Permasalahan BKKBN 

1. Angka kelahiran total secara nasional masih perlu 

diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk 

seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya 

disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;   

2. kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah 

yang menangani pengendalian penduduk; 

3. belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian 

penduduk dan pemanfaatan data informasi 

kependudukan;  

4. masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan 

Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum 

optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam 

pengelolaan bidang Kependudukan;  

5. masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu 

kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan 

terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana; 

6. tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai 

masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria; 

7. tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai 

masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria; 

8. belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan 

promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam 
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meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan 

perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana; 

9. belum terbangunnya mekanisme penjaringan partisipasi 

dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam 

advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangga Kencana; 

10.  perlunya peningkatan kualitas data basis program 

Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi 

Informasi/TI). 

 

b. Potensi BKKBN  

1. Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif 

ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif 

yang membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan 

bonus demografi (demographic dividend). 

2. Melalui Pembangunan Sosial Ekonomi dan Program Keluarga 

Berencana, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran, 

keberhasilan dalam penurunan Fertilitas banyak dikaitkan 

dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, penurunan 

kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Hal 

ini merupakan potensi yang kedepannya harus dapat diisi 

dengan program/kegiatan yang tepat sasaran 

3. BKKBN bertanggungjawab melakukan Pendataan Keluarga 

(PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara 

nasional. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan 

sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat dan 

efektif/efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan 

kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga. Pendataan 

keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan 

ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, 

aman, dan nyaman). 
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4. BKKBN akan membantu pemerintah sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab BKKBN. 

Sehingga, pemberdayaan ekonomi keluarga yang diemban oleh 

BKKBN diarahkan sesuai dengan yang tertera dalam lampiran 

matrik RPJMN 2020-2024, yaitu fokus pada keluarga yang 

menjadi sasaran program Bangga Kencana. Secara khusus, 

sasaran tersebut adalah keluarga akseptor KB Lestari dan 

keluarga akseptor KB yang menggunakan metode kontrasepsi 

jangka panjang terutama vasektomi maupun tubektomi. 

Keluarga sasaran tersebut diharapkan dapat menjadi contoh 

bagi masyarakat, bahwa dengan mengikuti Program Bangga 

Kencana maka keluarga akan dapat lebih sejahtera 

 Tantangan dan Peluang pada Dinas Kependudukan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) 

Provinsi Kalimantan Timur  

a. Tantangan DKP3A 

1. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil 

kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai 

pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua 

bidang dalam tahapan pembangunan.  

2. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum 

berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender dalam pembangunan,  meliputi Gugus 

Tugas PTPPO, P2TP2A, UPPKS, PATBM, PUSPA, Pokja 

PUG. 

3. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak 

semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses 

untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam 
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upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan 

seksual dan penipuan. 

4. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua 

anak harus memiliki kartu identitas anak , mendapat 

akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan 

hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan 

hak anak. 

5. Kelompok penduduk usia remaja yang cenderung  rentan 

terkena dampak kesehatan reproduksi adalah remaja  

putus sekolah, remaja jalanan, remaja penyalahguna 

napza,  remaja yang mengalami kekerasan seksual, korban 

perkosaan dan pekerja seks komersial. 

 

b. Peluang DKP3A 

1. Organisasi Pemerhati perempuan dan anak  di lingkungan 

Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra kerja memberi 

dukungan dalam pelaksanaan PUG. 

2. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah 

tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk 

meningkatkan kesetaraan gender di daerah. 

3. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian 

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat 

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait 

perempuan dan anak. 

4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam 

peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. 

5. Adanya jejaring kerja lintas sektor  dan multi program 

untuk mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak di wilayah prov Kalimantan Timur. 
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6. Ketersediaan   instrumen regulasi yang mendukung 

penuangan program dankegiatan Pembangunan Bidang 

pengendalian penduduk dan  dan KB  

7. Kewenangan untuk melakukan pemaduan dan 

sinkronisasi kebijakan pemerintahdaerah provnsi dengan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka 

pengendalian kuantitas penduduk. 

 Tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kota Bontang 

1. Pembinaan terhadap tata cara penyusunan data terpilah, 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang responsif 

Gender belum maksimal. 

2. Pelayanan Perlindungan Perempuan Masih belum optimal, 

sehingga menyebabkan Keluhan masyarakat / klien terkait 

lambatnya penanganan 

3. Capaian Kota Layak Anak di Kota Bontang Belum Maksimal. 

4. Meningkatnya Kasus dari tahun ke tahun diakibatkan 

Pandemi Covid-19 salah satunya Tekanan ekonomi dimasa 

pandemi menjadikan anak sering menerima perlakuan 

kekerasan oleh pihak diusia dewasa terutama orangtua 

5. Pengendalian Penduduk di daerah Pesisir belum maksimal 

dikarenakan informasi dan edukasi terhambat oleh 

masyarakat yang masih terisolasi oleh wilayah yang di daerah 

pesisir. 

6. Pelayanan Keluarga Berencan masih belum maksimal 

disebabkan Pemahaman pengelola pelayanan KB yang salah 

tentang konseling KB dan kurangnya sarana prasarana 

pelayanan KB 
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7. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya 

asupan gizi bagi bayi/anak, yang mengakibatkan 

Meningkatnya pertumbuhan bayi/anak yang mengalami 

stunting 

 Peluang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana 

1. Mulai dilaksanakannya kembali Bimbingan Teknis tentang 

penyusunan data terpilah, perencanaan, penganggaran, 

sampai pelaksanaan yang responif gender bagi seluruh OPD. 

2. Dengan terbitnya Regulasi tentang UPTD PPA di Kota Bontang, 

Pemerintah diharapkan Segera membentuk UPTD (Unit 

Pelayanan Terpadu) yang khusus yang digunakan untuk 

melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. 

3. Capaian Kota Layak Anak di Kota Bontang Tahun ke Tahun 

Meningkat, Tahun 2020 Kota Bontang Berhasil Mendapatkan 

Target Nindya, Diharapkan Tahun Berikutnya Naik Menjadi 

Utama dan Kota Laya Anak. 

4. Lebih gencar mempromosikan dan mengedukasi masyarakat 

khususnya daerah pesisir dengan strategi strategi yang tepat 

tentang program KB. 

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Kota Bontang diamatkan dalam Program Stunting di Kota 

Bontang. 

6. Sinergitas program DPPKB dengan Visi Kepala Daerah Terpilih 

periode 2021-2026 

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka 

diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pencapaian visi dan misi 
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agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat 

menghasilkan kinerja pelayanan kesehatan yang lebih baik dari peiode 

sebelumnya. 
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BAB III  

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan PD 

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana  dalam pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, yaitu : 

1. Masalah Pokok : Data Gender Belum Terpilah 

 Masalah : Data terpilah bidang pemberdayaan 

perempuan belum tersusun sesuai dengan 

amanat perundang-undangan tentang 

Pengarusutamaan Gender 

 Akar Masalah : Pembinaan terhadap tata cara 

penyusunan data terpilah, perencanaan, 

penganggaran, dan pelaksanaan yang 

responsif Gender belum maksimal 

 Serabut Masalah : Harus adanya fasilitasi pelaksanaan 

Bimbingan Teknis tentang penyusunan 

data terpilah, perencanaan, penganggaran, 

sampai pelaksanaan yang responif gender 

bagi seluruh OPD 
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2. Masalah Pokok : Pelayanan Perlindungan perempuan 

belum optimal 

 
Masalah : Keluhan masyarakat / klien terkait 

lambatnya penanganan Upaya 

penanganan kasus yang terjadi pada 

malam hari terhambat 

 
Akar Masalah : kurangnya fasilitas baik mobilitas maupun 

tempat untuk melaksanakan penanganan 

terhadap kasus yang terjadi 

 
Serabut Masalah : Diperlukan adanya wadah sesuai dengan 

standar yang diatur perundang-undangan 

antara lain pembentukan UPTD (Unit 

Pelayanan Terpadu) yang khusus yang 

digunakan untuk melaksanakan 

pelayanan perlindungan perempuan dan 

anak. 

3. Masalah Pokok : Target KLA belum maksimal 

 
Masalah : Belum semua kelurahan dan kecamatan 

memiliki persepsi yang sama terkait 

pentingnya pelibatan anak dalam 

pembangunan sebagai 2P (Pelopor dan 

Pelapor) 

 
Akar Masalah : Pelibatan semua pihak/unsur di usia 

dewasa dalam kegiatan pembinaan forum 

anak di 10 kelurahan dan 3 kecamatan 
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Serabut Masalah : Sebaiknya semua pihak duduk Bersama 

menyamakan persepsi dan bekerjasama 

melaksanakan pembinaan forum anak 

demi tercapainya pemenuhan hak anak 

4. Masalah Pokok : Kasus Kekerasan terhadap anak 

meningkat 

 
Masalah : Adanya kebijakan PPKM di masa pandemi 

mengharuskan anak harus melaksanakan 

pembelajaran dengan bimbingan orangtua 

di rumah dan Tekanan ekonomi dimasa 

pandemi menjadikan anak sering 

menerima perlakuan kekerasan oleh pihak 

diusia dewasa terutama orangtua 

 
Akar Masalah : Pembinaan dan edukasi kepada setiap 

unsur keluarga belum maksimal, Lembaga 

yang terlibat dalam penanganan anak yang 

mengalami kekerasan, belum maksimal 

 
Serabut Masalah : Melibatkan pihak yang berkompeten 

untuk menangani kasus kekerasan 

terhadap anak. 

 

5. Masalah Pokok : Capaian target program KB tidak 

terpenuhi 

 
Masalah : Pengendalian penduduk di daerah pesisir 

belum maksimal 
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Akar Masalah : Informasi dan edukasi terhambat oleh 

masyarakat yang masih terisolasi oleh 

wilayah yang di daerah pesisir. 

 
Serabut Masalah : Lebih gencar mempromosikan dan 

mengedukasi masyarakat khususnya 

daerah pesisir dengan strategi strategi 

yang tepat tentang program KB 

6. Masalah Pokok : Pelayanan KB tidak maksimal karena covid 

 
Masalah : Ketidakpuasan akseptor KB terhadap 

pelayanan 

 
Akar Masalah : Pemahaman pengelola pelayanan KB yang 

salah tentang konseling KB dan kurangnya 

sarana prasarana pelayanan KB 

 
Serabut Masalah : Meningkatkan kualitas pengelola KB dan 

sarana / prasarana Pelayanan KB 

7. Masalah Pokok : Meningkatnya pertumbuhan bayi/anak 

yang mengalami stunting 

 
Masalah : Kurangnya perhatian masyarakat 

terhadap pentingnya asupan gizi bagi 

bayi/anak. 

 
Akar Masalah : 

Pada pola pikir masyarakat yang 

menganggap stunting adalah penyakit 

keturunan genetik dan kurangnya 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

mencegah penyakit stunting 
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Serabut Masalah : Mengedukasi masyarakat pentingnya 

perbaikan gizi di 1000 hari pertama,  2. 

gencar menyebarluaskan informasi 

mengenai pentingnya masalah stunting 

pada anak. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

Pemerintah Kota Bontang  Tahun 2021 - 2016   telah menetapkan 

Visi “Kota Bontang yang Lebih Hebat (Hebat Pemerintahannya, 

Hebat Kotanya dan Hebat Masyarakatnya) dan Kota Bontang yang 

Beradab” yang pada esensinya adalah cita-cita Bersama untuk 

mewujudkan Kota Bontang lebih berkemajuan pada seluruh aspek 

pembangunan yang dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pembangunan 

lebih dapat dirasakan dampak dan manfaatnya bagi kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. 

HEBAT dan BERADAB dalam visi di atas merupakan akronim dari 

kata Harmoni, bErkelanjutan, Berdaya sAing, BERsih, ADil, Amanah dan 

Bertanggung jawab. Visi tersebut telah didefinisikan secara operasional 

yaitu: 

“Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradap”  

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 

Misi sebagai berikut : 

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi 

kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam 

pembangunan. 
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2. Kota Bontang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan 

berwawasan lingkungan memalui pemantapan ekonomi sosial 

budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup. 

3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan tahun 

2016-2021 terbagi dalam beberapa bidang Urusan Pemerintahan Wajib 

Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 

dan Urusan Pemerintahan Pilihan.  

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana dalam menyelenggarakan pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, terkait erat dengan pencapaian misi yang ketiga  yaitu “Kota 

Bontang yang BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA melalui 

peningkatan kualitas sumber daya manusia”. 

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana sejalan dengan 

pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah Non Pelayanan Dasar 

yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. urusan wajib 

pemerintah daerah Non Pelayanan Dasar ini merupakan penjabaran 

dari kebijakan umum pembangunan daerah berupa visi 3 Yaitu Kota 

Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Pada hurut T4,  yaitu Meningkatnya 

sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul mandiri,dan berakhlak 

mulia, dan T5, yaitu Meningkatnya taraf hidup masyarakat selanjutnya 

S.10, yaitu Meningkatnya akses layanan Pendidikan dan kesehatan 

yang berkualitas dan S.11 yaitu Meningkatnya tenaga kerja berkualitas, 

unggul dan berdaya saing, selanjutnya Str. 10d, yaitu 10d Peningkatan 
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akses dan kualitas layanan kesehatan dan Str 9b yaitu Meningkatan 

pemberdayaan masyarakat yang responsif gender serta Arah 

Kebijakannya “Meningkatkan akses layanan keluarga berencana dan 

Mengoptimalkan program pemberdayaan responsif gender 

Selain Visi, Misi, Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, telah 

ditetapkan pula Program Unggulan Wali Kota Bontang sebagai berikut : 

3.2.1.1. Bontang KITA (Kolaborasikan Ide Satukan Aksi) 

3.2.1.2. Bontang Baru (Bersih, Asri, Lestari dan Maju) 

3.2.1.3. Bontang Bangkit (Bangkit dan Maju Ekonominya) 

3.2.1.4. Bontang Unggul (Pelayanan Publik yang unggul, SDM yang 

unggul dan masyarakat yang sejahtera) 

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak 

dan keluarga berencana  berhubungan erat dengan seluruh program 

unggulan Walikota Bontang, mengingat sebagai obyek pembangunan di 

Kota Bontang adalah Penduduk Kota Bontang yang harus ditunjang 

dengan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk  dan keluarga berencana.  

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DP3KA dan BKKBN Provinsi 

Kalimantan Timur 

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang untuk  5 tahun kedepan, 

diharapkan mampu memiliki keselarasan dengan Renstra Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Renstra DP3KA dan 

BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. 

Berikut ini disajikan telaahan Renstra K/L dan , Renstra Dinas 

Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur : 
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 Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  

Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2  TAHUN 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  Tahun 2020-2024, 

Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-

2024 beserta sasaran program dan indikator kinerja program 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

a. SP 1.1. Meningkatnya kesetaraan gender melalui 

peningkatan kapasitas pelembagaan PUG di K/L dan 

pemda.  

b. SP 1.2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan di 

bidang ekonomi, sosial dan politik.  

c. SP 1.3. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak.  

d. SP 1.4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan 

pemenuhan hak anak. 

e. SP 1.5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  

f. SP 1.6. Meningkatnya kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak 

anak.  

g. SP 1.7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi 

perempuan korban kekerasan termasuk TPPO. 
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h. SP 1.8. Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi 

anak korban kekerasan dan yang memerlukan 

perlindungan khusus  

2. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

SP 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di 

Kemen PPPA  

 Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional Tahum 2020-2024 

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional sebagaimana  tertuang dalam dalam 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 

2020 – 2024 

Program yang dilaksanakan oleh BKKBN tahun 2020-

2024 diuraikan sebagai berikut: 

1. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan 

Keluarga Berencana (Bangga Kencana), memiliki 

sasaran program “Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan 

Pembangunan Kebudayaan”  

2. Program Dukungan Manajemen BKKBN memiliki sasaran 

program “Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan 

manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan BKKBN 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, 

dengan Indikator Sasaran  
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 Renstra Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur 

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi 

Kalimantan Timur sebagaimana  tertuang dalam dalam 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nomor …. Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis 

Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur. 

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKP3A) 

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dengan indikator program menurunnya 

prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak 

sebesar 1  %. 

2. Program Penguatan Kelembagaan perlindungan 

perempuan dan anak dengan indikator  turunnya 

rasio KDRT  0,038 % 

3. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Anak  dengan  indikator persentase pemenuhan  

kebutuhan hak anak , dimana    0,05 % penurunan 

perkawinan anak   Kaltim mengalami penurunan. 

4. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana dengan indikator Meningkatnya lembaga 

masyarakat yang aktif dalam bidang kesejahteraan, 

kemandirian dan ketahanan keluarga dengan 

indikator 100 persen lembaga  masyarakat akti dalam 
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bidang kesejahteraan, kemandirian dan ketahanan 

keluarga. 

5. Program Sistem Data Gender dan Anak dengan 

indikator  50 Persentase pemanfaatan data gender 

dan anak  dapat dimanfaatkan oleh penentu 

kebijakan. 

Implementasi rencana strategis Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional serta rencana strategis DKP3A 

Provinsi Kalimantan Timur dimaksud, terjabarkan dalam 

Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang 

2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 2021-2026.  

Pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, merupakan 

kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai 

jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam 

menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat 

individu, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana dan berbagai program pengentasan 

kemiskinan. 

Masyarakat sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan 

sebagai penduduk Kota Bontang yang dibuktikan dengan 

komitmen pelayanan dalam pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

Penataan administrasi pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
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berencana  secara menyeluruh yang dituangkan di dalam 

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bontang 2021-2026, sejalan dengan 

sasaran RPJMD Kota Bontang  tahun 2021-2026. 

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana  untuk  5 tahun kedepan, diharapkan mampu memiliki 

keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis. Oleh karena itu, hasil telaahan RTRW diharapkan akan mampu  

berimplikasi terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bontang yang 

berketerkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 1  

Rekomendasi KLHS RPJMD 
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TPB PILAR INDIKATOR INSTANSI

3 Sosial - - DPPKB

4 Sosial - - DPPKB

- - DPPKB

Total Fertility Rate 

(TFR).

DDDT-LH UPAYA TAMBAHAN

Proporsi perempuan 

dewasa dan anak 

perempuan (umur 15-

64 tahun) mengalami 

kekerasan seksual 

oleh orang lain selain 

pasangan dalam 12 

bulan terakhir
Proporsi perempuan 

umur 20-24 tahun 

yang berstatus kawin 

atau berstatus hidup 

bersama sebelum 

umur 15 tahun dan 

sebelum umur 18 

tahun  

Bersambung 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 
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TPB PILAR INDIKATOR INSTANSI

- - DPPKB

- - DPPKB

- - DPPKB

- - DPPKB

8 - DPPKB

DDDT-LH UPAYA TAMBAHAN

Hukum 

dan Tata 

Persentase 

keterwakilan 

perempuan di Dewan 

Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD)

Proporsi kursi yang 

diduduki perempuan 

di parlemen tingkat 

pusat, parlemen 

daerah dan 

pemerintah daerah

Proporsi perempuan 

yang berada di posisi 

managerial

Proporsi perempuan 

umur 15-49 tahun 

yang membuat 

keputusan sendiri 

terkait hubungan 

seksual, penggunaan 

kontrasepsi, dan 

layanan kesehatan 

reproduksi

Pengetahuan dan 

pemahaman 

Pasangan Usia Subur 

(PUS) tentang metode 

kontrasepsi modern

 

Sumber: DLH Kota Bontang, 2021 (diolah) 

 

3.5  Penentuan Isu-Isu Strategis 

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan Kota Bontang 

dan hasil telaah isu-isu, baik internasional, nasional, regional Provinsi 

Kalimantan Timur, maupun lokal Kota Bontang, dapat dirumuskan dan 

ditetapkan isu strategis Kota Bontang dalam pembangunan jangka 

menengah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:  
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1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan;  

2. Penguatan sinergitas dan harmoni dalam pembangunan;  

3. Pengembangan inovasi layanan publik;  

4. Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat dan 

pencegahan konflik sosial;  

5. Optimalisasi penanggulangan banjir dan bencana lain;  

6. Peningkatan hunian perkotaan yang layak dan terjangkau;  

7. Pemenuhan standar pelayanan perkotaan;  

8. Peningkatan kualitas air dan udara;  

9. Penurunan perubahan tutupan lahan dari hutan sekunder 

dan hutan mangrove menjadi lahan terbangun;  

10. Pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi produktif 

masyarakat; 

11. Peningkatansektor perdagangan dan industri;  

12. Pengembangan potensi ekonomi sektor pariwisata;  

13. Pengembangan potensi keragaman budaya masyarakat;  

14. Pemantapan iklim investasi yang kondusif;  

15. Peningkatan peran kepemudaan dalam pembangunan; 

16. Peningkatan pemberdayaan masyarakat responsive gender; 

17. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan;  

18. Peningkatan dan pengembangan budaya literasi;  

19. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;  

20. Penguatan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);  
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21. Pemantapan kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia;  

22. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja terampil dan 

berdaya saing;  

23. Optimalisasi dan perluasan pemenuhan kesempatan kerja;  

24. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat miskin;  

25. Pemberian jaminan dan perlindungan sosial bagi penduduk 

miskin.  

Pemerintah Kota Bontang berupaya terus menumbuhkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya setiap keluarga maupun 

individu dalam pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelayanan  

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana  memiliki nilai strategis dalam berbagai 

intervensi pembangunan.  

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan 

pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami perubahan 

cukup mendasar. Pada saat ini sedang dibangun dan dikembangkan 

Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana.  

Dengan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana  dilakukan secara 

online dan terintegrasi dengan data base pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana  

yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta 

terintegrasi pula dengan pelayanan pemberdayaan perempuan, 
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perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di 

Kabupaten/ Kota lain.  

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa 

permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana  antara lain: 

3.4.1.1. Sumber Daya Manusia yang meliputi; 

a. Masih rendahnya kualitas SDM PD DPPKB dalam rangka 

penyusunan rencana dan anggaran yang responsif gender 

dan keluarga berencana. 

b. Masih rendahnya partisipasi stakeholders (PD, LSM, dan 

badan internasional) dalam rangka advokasi, komunikasi, 

informasi, Edukasi dan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan 

Gender), PKHP (Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan), 

KPA (Kesejahteraan dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga 

Sejahtera), dan KB (Keluarga Berencana), masih kurang. 

c. Kurangnya kompetensi teknis tenaga-tenaga fasilitator 

dalam rangka penyebarluasan informasi, pengetahuan dan 

keterampilan yang mendukung program pemberdayaan 

perempuan dan keluarga berencana.  

3.4.1.2. Hubungan Kelembagaan, Koordinasi dan Sinkronisasi yaitu 

masih kurangnya komitmen eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

tentang PUG, PKHP, PP, KPA, KS dan KB sebagai suatu strategi 

pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan 

di segala bidang. 

3.4.1.3. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama 

pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beranjak 
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dari permasalahan tersebut, maka pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana untuk kurun waktu lima tahun ke depan, 

terfokus pada peningkatan kualitas  dan kuantitas pelayanan,  

terutama:  

3.4.1.3.1.1.1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana  

3.4.1.3.1.1.2. Peningkatan dan pemantapan pembangunan 

Sistem Informasi pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana,  

3.4.1.3.1.1.3. Peningkatan sumber daya aparatur, 

3.4.1.3.1.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak,  

3.4.1.3.1.1.5. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga 

berencana, 

3.4.1.3.1.1.6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana, 

3.4.1.3.1.1.7. Mewujudkan tata kelola pelayanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana.  

3.4.1.4. Belum tersedianya data terpisah gender yang menjadi bahan 

dalam perumusan kebijakan pembangunan. 
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3.4.1.5. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan 

berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan 

perempuan. Hal ini ditandai rendahnya prosentase perempuan 

dalam jabatan publik. 

3.4.1.6. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, baik pelayanan 

penanggulangan kekerasan perempuan dan anak. 

3.4.1.7. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari 

kekerasan, baik kekerasan dalam rumah-tangga maupun 

tempat-tempat umum. 

3.4.1.8. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

program KB Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam 

kesertaan program KB. 

Penentuan isu isu strategis pelayanan SKPD dilakukan melalui 

pembahasan pada forum discussion group, melalui metode pembobotan 

berdasarkan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah 

ditetapkan bersama.  

Tabel 3.3 di bawah ini memberikan informasi mengenai  skor yang 

digunakan untuk menetapkan dan menentukan isu-isu strategis 

dimaksud:  

Tabel 3. 2  
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis Pelayanan SKPD 

DPPKB Kota Bontang 

No Kriteria Bobot 

1 Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian visi dan 

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

20 

2 Prioritas janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah terpilih yang perlu diwujudkan 

15 

3 Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian 

sasaran Renstra K/L  

10 

4 Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian 

sasaran Renstra Provinsi 

10 
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No Kriteria Bobot 

5 Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab SKPD 10 

6 Dampak kebijakan yang ditimbulkannya kepada Publik 10 

7 Berpengaruh signifikan dalam upaya mengentas 

kemiskinan 

10 

8 Keberpihakan kepada Publik 5 

9 Berpengaruh signifikan bagi pertumbuhan pembangunan 

daerah dengan memperhatikan perkembangan lingkungan 

eksternal. 

5 

10 Kemudahan dan kemungkinan untuk ditangani 5 

Nilai Total 100 

Berdasarkan hasil focus disccusion group terhadap berbagai kajian 

dan analisis, dengan memperhatikan dampak, permasalahan yang 

muncul dalam pelaksanaan pelayanan oleh SKPD DPPKB Kota Bontang, 

maka didapatkan hasil penilaian terhadap isu-isu strategis terhadap 

kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka di 

atas. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut: 

 
Tabel 3. 3  

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis Pelayanan SKPD  

DPPKB Kota Bontang 

No 
Isu – Isu 

Strategis 

Nilai Skala Kriteria Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Rendahnya 

kualitas SDM 

PD DPPKB 
dalam rangka 

penyusunan 

rencana dan 

anggaran yang 

responsif 
gender dan 

keluarga 

berencana 

20 15 10 5 10 10 10 5 5 5 95 

2 Rendahnya 

partisipasi 

stakeholders 

(PD, LSM, dan 

20 15 10 10 10 10 5 5 5 3 93 
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No 
Isu – Isu 

Strategis 

Nilai Skala Kriteria Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

badan 

internasional) 

dalam rangka 

advokasi, 

komunikasi, 

informasi, 
Edukasi dan 

sosialisasi 

PUG 

(Pengarusuta

maan Gender), 
PKHP 

(Peningkatan 

Kualitas Hidup 

Perempuan), 

KPA 

(Kesejahteraan 
dan 

Perlindungan 

Anak), KS 

(Keluarga 

Sejahtera), dan 
KB (Keluarga 

Berencana) 

3 Rendahnya 

pelaporan 

peristiwa 

penting 

terutama 
pelayanan 

pemberdayaan 

perempuan, 

perlindungan 

anak, 
pengendalian 

penduduk dan 

keluarga 

berencana. 

Beranjak dari 

permasalahan 
tersebut, maka 

pelayanan 

pemberdayaan 

perempuan, 

perlindungan 
anak, 

pengendalian 

penduduk dan 

keluarga 

berencana 

untuk kurun 

20 15 10 10 10 10 10 5 5 5 98 
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No 
Isu – Isu 

Strategis 

Nilai Skala Kriteria Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

waktu lima 

tahun ke 

depan 

4 Belum 

maksimalnya 

Sistem 

Informasi 
pelayanan 

pemberdayaan 

perempuan, 

perlindungan 

anak, 
pengendalian 

penduduk dan 

keluarga 

berencana 

20 15 10 10 10 5 5 3 3 4 85 

5 Peningkatan 

sumber daya 

aparatur 

20 15 5 5 10 10 10 5 5 5 90 

6 Rendahnya 

pengetahuan 

dan kesadaran 

masyarakat 

tentang 

pemberdayaan 
perempuan, 

perlindungan 

anak, 

pengendalian 

penduduk dan 
keluarga 

berencana 

20 15 10 10 10 10 10 3 5 3 96 

7 Mewujudkan 

tata kelola 

pelayanan 

pemberdayaan 

perempuan, 
perlindungan 

anak, 

pengendalian 

penduduk dan 

keluarga 

berencana 

20 15 5 5 10 10 5 5 5 5 85 

8 Masih 

rendahnya 

kualitas 

pelayanan 

pemberdayaan 

20 15 8 10 10 9 5 5 3 2 87 
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No 
Isu – Isu 

Strategis 

Nilai Skala Kriteria Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

perempuan 

dan 

perlindungan 

anak 

9 Belum 

maksimalnya 

kualitas 
pelayanan 

keluarga 

berencana 

20 15 13 10 10 8 5 5 5 5 96 

10 Rendahnya 

kesetaraan 

gender dalam 
pembangunan 

dan berbagai 

kebijakan 

mengenai 

peningkatan 

kualitas anak 
dan 

perempuan. 

Hal ini 

ditandai 

rendahnya 
prosentase 

perempuan 

dalam jabatan 

publik 

20 15 15 10 10 10 10 5 5 2 99 

11 Kurang 

maksimalnya 
kelembagaan 

dalam 

pemberdayaan 

perempuan 

dan 

perlindungan 
anak, baik 

pelayanan 

penanggulang

an kekerasan 

perempuan 

dan anak 

20 15 10 10 10 10 5 4 5 3 92 

12 Rendahnya 

perlindungan 

terhadap 

perempuan 

dan anak dari 

kekerasan, 
baik 

20 15 15 10 10 10 4 5 5 3 97 
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No 
Isu – Isu 

Strategis 

Nilai Skala Kriteria Skor 
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

kekerasan 

dalam rumah-

tangga 

maupun 

tempat-tempat 

umum 

13 Rendahnya 
partisipasi 

masyarakat 

dalam 

mengikuti 

program KB 
Masih 

kurangnya 

partisipasi 

laki-laki dalam 

kesertaan 

program KB 

20 15 15 10 10 10 5 5 5 3 98 

 

Berdasarkan penilaian di atas, maka dapat ditetapkan isu-isu 

strategis pada SKPD DPPKB Kota Bontang, yang sudah diurutkan 

berdasarkan nilai skor yang diperoleh. Hasil penilaian dapat dilihat pada 

tabel 3.5 dan telah ditetapkan sebagai isu strategis sebagai berikut: 

Tabel 3. 4  

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Pelayanan SKPD  

DPPKB Kota Bontang 

No Isu Isu Strategis Total Skor 

1 Rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan 

dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan 
kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai 

rendahnya prosentase perempuan dalam jabatan 

publik 

99 

2 Rendahnya partisipasi laki-laki dalam mengikuti 

program KB  
98 

3 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

program KB Masih kurangnya partisipasi laki-laki 
dalam kesertaan program KB 

98 

4 Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan 

anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah-

tangga maupun tempat-tempat umum 

97 

5 Rendahnya pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang pemberdayaan perempuan, 
96 
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No Isu Isu Strategis Total Skor 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana 

6 Belum maksimalnya kualitas pelayanan keluarga 

berencana 
96 

7 Rendahnya kualitas SDM PD DPPKB dalam rangka 

penyusunan rencana dan anggaran yang responsif 
gender dan keluarga berencana 

95 

8 Rendahnya partisipasi stakeholders (PD, LSM, dan 

badan internasional) dalam rangka advokasi, 

komunikasi, informasi, Edukasi dan sosialisasi PUG 

(Pengarusutamaan Gender), PKHP (Peningkatan 

Kualitas Hidup Perempuan), KPA (Kesejahteraan 

dan Perlindungan Anak), KS (Keluarga Sejahtera), 
dan KB (Keluarga Berencana) 

93 

9 Kurang maksimalnya kelembagaan dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

baik pelayanan penanggulangan kekerasan 

perempuan dan anak 

92 

10 Peningkatan sumber daya aparatur 90 

11 Masih rendahnya kualitas pelayanan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
87 

12 Belum maksimalnya Sistem Informasi pelayanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

85 

13 Mewujudkan tata kelola pelayanan pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana 

85 

 

Isu-isu strategis pada SKPD DPPKB di Kota Bontang ini akan 

dijadikan masukan dalam penyusunan Tujuan, dan Sasaran SKPD 

DPPKB Kota Bontang lima tahun ke depan. 
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BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD  

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan  dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan atau jangka 

menengah. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi 

dan misi Kepala Daerah terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan 

analisis lingkungan strategis.  

Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan 

kegiatan. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang akan mengetahui 

hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun 

ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan 

yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. 

Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan 

yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, 

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 

Bontang serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja 

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang tahun 2021-2026 

sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 
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Tujuan :  Mewujudkan keluarga yang berkualitas, peran aktif 

perempuan dalam pembangunan, perlindungan 

terhadap perempuan dan anak menuju keluarga yang 

sejahtera.  

Sasaran : Meningkatnya Akses Pemberdayaan yang Responsif 

Gender dan Layanan Kesehatan Keluarga Berencana 

Indikator Sasaran: 

1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya program pemberdayaan perempuan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan keluarga berencana. 

3) Tersedianya data profil peran aktif perempuan, perlindungan 

perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga Berencana. 

4) Terbentuknya lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, 

Keluarga Berencana dan Institusi Peran Aktif Ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga yang ada, mulai dari tingkat kelurahan 

sampai dengan tingkat kota. 

5) Tersedianya SDM pada Dinas Pemberdayaan Permpuan dan 

Keluarga Berencana yang berintegritas, bertanggung jawab dan 

trasnparansi dalam mewujudkan capaian tujuan dan sasaran 

kinerja OPD.  

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 

secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini. 
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Tabel 4. 1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang  

Tahun 2021-2026 

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase Partisipasi 

Perempuan di Lembaga 

Pemerintah

47,78% 47,78% 47,78% 47,80% 47,85% 47,95%

Persentase Anggaran 

Gender pada Belanja 

Langsung APBD

0,0163% 0,375% 0,412% 0,453% 0,499% 25%

Persentase 

tertanganinya Kasus 

Kekerasan terhadap 

Perempuan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Layanan 

Pembelajaran Keluarga
n.a 50% 60% 70% 80% 100%

Cakupan Data Gender 

dan Anak Terpadu
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Predikat Kota Layak 

Anak
Nindya Nindya Nindya Nindya Utama Utama

1 Meningkatnya Akses 

Pemberdayaan yang 

Responsif Gender dan 

Layanan Kesehatan 

Keluarga Berencana

Mewujudkan keluarga 

yang berkualitas, peran 

aktif perempuan dalam 

pembangunan, 

perlindungan terhadap 

perempuan dan anak 

menuju keluarga yang 

sejahtera. 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
BASELINE 

2021

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE

 

Bersambung 
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Lanjutan Tabel 4.1 

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persentase Layanan  

Anak yang memerlukan 

perlindungan khusus

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rata-rata jumlah anak 

per keluarga
2 2 2 1,9 1,9 1,9

Rasio Akseptor 70% 70% 70,5% 71,0% 71,5% 72%

Persentase 

pemberdayaan 

Kelompok Kegiatan 

Bangga Kencana

51% 70% 75% 77% 79% 80%

Mewujudkan keluarga 

yang berkualitas, peran 

aktif perempuan dalam 

pembangunan, 

perlindungan terhadap 

perempuan dan anak 

menuju keluarga yang 

sejahtera. 

Meningkatnya Akses 

Pemberdayaan yang 

Responsif Gender dan 

Layanan Kesehatan 

Keluarga Berencana

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
BASELINE 

2021

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
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BAB V 

 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

Strategi dan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan yang sejalan dengan fungsi PD. Pelayanan 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta 

Keluarga Berencana adalah merupakan rangkaian kegiatan di bidang 

pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta 

pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana dalam 

pembangunan keluarga serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. 

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, 

Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi.  

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan 

dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).  

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1. Faktor Internal: 

4.1.1. Kekuatan (Strenght) 

1) Tingginya komitmen dan dukungan pimpinan dan unsur 

pimpinan DPPKB Kota Bontang.   

2) Tersedianya SDM dan adanya komitmen bersama untuk 

meningkatkan kualitas layanan DPPKB. 
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3) Tingginya loyalitas aparatur untuk melaksanakan dan 

mencapai tugas pokok dan fungsi SKPD. 

4) Tinginya Kreativitas aparatur untuk mengemban tugas dan 

tanggungjawabnya 

5) Secara kelembagaan DPPKB Kota Bontang telah memiliki 

status Badan 

6) Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yang memadai. 

4.1.2.  Kelemahan (Weaknees) 

1) Masih terdapat kesenjangan dan ketidakseragaman atas 

pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk  dan keluarga 

berencana.  

2) Masih kurangnya fasilitas kerja yang mendukung layanan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk  dan keluarga berencana. 

3) Belum tersusunnya data terpilah dan informasi yang tersedia 

yang terjamin akurasinya. 

4) Keahlian dan ilmu aparatur belum variatif sesuai kebutuhan 

tupoksi masing-masing bidang. 

5) Belum optimalnya koordinasi SKPD dan instansi terkait 

sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi 

belum berjalan maksimal. 

6) Tidak adanya wadah/ media yang bisa secara cepat dan tepat 

menyampaikan pelaporan atas terjadinya peristiwa 

pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan  

anak. 
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4.1.3.   Faktor eksternal, meliputi : 

4.1.3.1. Peluang (Opportunities) 

1) Tingginya komitmen Pemerintah Kota Bontang  

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2) Adanya peraturan perundangan/ regulasi. 

3) Adanya sinergitas program BBPKB dengan Visi 

Kepala Daerah Terpilih Periode 2016-2021. 

4) Masih adanya hubungan koordinasi dengan 

BKKBN berupa program dan pendanaan. 

5) Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai 

sektor pembangunan, tersedianya sumberdaya 

manusia, 

6) Posisi strategis kota Bontang sebagai daerah 

pengembangan kawasan industri, seperti 

pembangunan kilang minyak yang akan 

mendorong pergerakan dan pertumbuhan 

penduduk serta membentuk kelompok 

masyarakat baru. 

4.1.3.2. Tantangan (Threats)  

1) Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian 

regulasi yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk  dan keluarga berencana 

2) Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola 

pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk  dan 

keluarga berencana  perlu ditingkatkan. 
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3) Belum optimalnya koordinasi antar/lintas SKPD 

Kota dalam pelaksanaan pembangunan 

pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB 

4) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana. 

Berdasarkan SWOT analysis tersebut diatas, maka dapat 

ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut: 

1. Strategi SO (Memaksimalkan Strength / Kekuatan untuk 

Memanfaatkan Opportunity/ Peluang). 

1) Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak untuk 

mengembangkan keunggulan tingginya komitmen 

Pemerintah dan sinergitas program DPPKB dengan Visi 

Kepala Daerah terpilih Periode 2021-2026; 

2) Meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan potensi 

pengembangan program dan pendanaan dari BKKBN, 

DP3KA Provinsi 

3) Manfaatkan loyalitas dan kreativitas SDM dengan secara 

periodik melakukan sosialisasi/ kampanye yang efektif atas 

Perda/Peraturan terbaru  

4) Melaksanakan pemberian penghargaan pada masyarakat 

yang mendukung pemberdayaan perempuan dan anak 

sehingga menambah motivasi dukungan serta partisipasi 

masyarakat. 

5) Maksimalkan komitmen bersama SDM DPPKB untuk 

mengantisipasi Kota Bontang sebagai daerah 

pengembangan kawasan Industri. 
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2. Strategi ST (Memaksimalkan Strength/ kekuatan untuk 

mengurangi Threat/ Tantangan). 

1) Memaksimalkan koordinasi lintas SKPD dengan 

memanfaatkan status kelembagaan DPPKB sebagai Badan 

untuk upaya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi 

yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan 

DPPKB 

2) Memanfaatkan status kelembagaan DPPKB sebagai Badan 

untuk optimalisasi  pelaksanaan koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi antar SKPD Kota dalam penyelenggaraan 

pembangunan DPPKB 

3) Melakukan peningkatan kualitas SDM secara periodik 

melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi 

bagi para aparatur dan kader, sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM DPPKB yang memang masih 

perlu ditingkatkan; 

4) Memaksimalkan loyalitas dan kreativitas serta komitmen 

bersama SDM untuk meningkatkan kualitas layanan 

DPPKB untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan 

peningkatan layanan DPPKB yang semakin tinggi. 

3. Strategi WO (Meminimalkan Weakness/ kelemahan untuk 

menangkap Opportunity/ peluang) 

a) Manfaatkan komitmen Pemerintah Kota, koordinasi 

dengan BKKBN, DP3PKA Provinsi untuk mengusulkan 

anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan 

fasilitas kerja 

b) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat 

DPPKB dan peran masyarakat dalam pembangunan 
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c) Memanfaatkan tokoh masyarakat semaksimal mungkin 

dalam meningkatkan kesadaran masyarakat  terhadap 

korban kekerasan perempuan dan anak; 

d) Manfaatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan 

laporan atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dengan menyediakan 

wadah pengaduan (misal membentuk sekretariat telp 

layanan 24 jam) atas terjadinya peristiwa pelayanan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak yang 

berfungsi untuk pelayanan publik 

4. Strategi WT (Meminimalkan Weakness/ kelemahan untuk 

menghindari Threat/ancaman) 

a) Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara periodik untuk 

menyeragamkan pemahaman atas berbagai peraturan/ 

regulasi yang berhubungan dengan pelayanan DPPKB 

b) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

program lintas SKPD dalam pelaksanaan program 

pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak 

c) Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi 

dalam pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan 

dan anak 

d) Membangun sistem data terpilah dan informasi tentang 

pemberdayaan perempuan dan KB yang 

transparan,akuntabel dan aksesibel untuk memenuhi  

kebutuhan perencanaan dan meningkatnya tuntutan 

masyarakat 

e) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk 

kegiatan operasional. 
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Berdasarkan identifikasi faktor – faktor SWOT di atas, selanjutnya 

dirumuskan formulasi strategi serta kebijakan yang menjadi dasar bagi 

penyelenggarana pelayanan DPPKB Kota Bontang pada periode 5 (lima) 

tahun mendatang. 

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Bontang dapat 

dibedakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan peran aktif 

perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang 

benar dan akurat, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan 

peran aktif perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan 

anak yang lengkap, benar dan akurat.   

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas  diharapkan 

dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut: 

1.1. Strategi: 

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 

1.2. Kebijakan: 

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan 

perempuan dan keluarga berencana 

Dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan 

keluarga berencana, yang bertujuan untuk Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan peran aktif 

perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak 
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yang benar dan akurat dilaksanakan melalui Pemantapan 

Enam Pilar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. 

1) Pilar Pertama Kualitas Hidup Perempuan. Perempuan 

adalah pilar dalam pembangunan keluarga yang harus 

diberi akses seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan baik sebagai obyek maupun subyek dalam 

kebijakan dalam pengarusutamaan gender (PUG) dalam 

bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Motto: Setiap 

perempuan merupakan pilar pembangunan akhlak generasi 

muda  

2) Pilar Kedua Perlindungan Perempuan. Perlindungan 

Perempuan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

pencegahan dan tindakan kekerasan yang dapat 

mencederai perempuan baik fisik maupun nonfisik yang 

terjadi dimasyarakat. Motto: Setiap orang harus dapat 

menghormati keberadaan perempuan.  

3) Pilar Ketiga Kualitas Keluarga. Kualitas Keluarga adalah 

kelayakan dalam kehidupan warga yang ada di semua lini 

tingkatan baik dalam hal ekonomi, hukum, pendidikan, 

kesehatan yang layak termasuk layanan oleh aparatur sipil 

negara. Motto: Setiap keluarga berhak mendapatkan 

pelayanan yang sama.  

4) Pilar Keempat Sistem Data Gender dan Anak. Sistem data 

gender dan anak adalah pengumpulan, pengolahan, analisa 

dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan di 

semua tingkatan mulai RT, Kelurahan, Kecamatan sampai 

dengan Kota sehingga dapat diakses semua staholders.  
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Motto: Setiap orang berhak mendapat layanan data dan 

informasi dengan baik. 

Kebijakan dalam penyelenggaraan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak untuk selama 5 (lima) 

tahun yang akan dilaksanakan melalui program 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 

sasaran :  

a) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. 

b) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari 

berbagai tindakan kekerasaan 

c) Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk 

tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus. 

d) Meningkatnya perlindungan khusus anak 

2. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 

Peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak 

bertujuan untuk meningkatkan perlindungan Perempuan dan Anak, 

dengan sasaran: terwujudnya peningkatan pelayanan perlindungan 

perempuan dan Anak dengan baik. 

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas  diharapkan 

dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut: 

2.1. Strategi 

2.1.1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan SKPD dengan 

instansi terkait. 

2.1.2. Meningkatkan partisipasi dan peran serta gender 

dalam pelaksanaan pembangunan. 
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2.1.3. Meningkatkan kualitas penanganan perlindungan 

perempuan dan anak. 

2.2. Kebijakan 

2.2.1. Pembuatan Peraturan Walikota. 

2.2.2. Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan 

anak di bidang pembangunan terhadap pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya 

dan lingkungan hidup. 

2.2.3. Peningkatan kesetaraan dan partisipasi gender. 

3. Peningkatan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi 

Meningkatkan pelayanan pengendalian keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi mempunyai tujuan peningkatan kualitas 

pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 

pada masyarakat lengkap, benar dan akurat. Dengan sasaran 

meningkatnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan 

akurat 

Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas  diharapkan 

dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut: 

3.1. Strategi 

3.1.1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga 

berencana dan kesehatan reproduksi. 

3.1.2. Peningkatan revitalisasi KB dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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3.1.3. Melakukan sinkronisasi program dengan BKKBN Pusat 

dan DPPKB Provinsi Kaltim untuk memaksimalkan 

layanan DPPKB Kota Bontang 

3.2. Kebijakan 

3.2.1. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat untuk 

menjadi peserta KB Baru maupun KB Aktif 

3.2.2. Revitalisasi Keluarga Berencana dan mendorong 

terwujudnya keluarga berkualitas. 

4. Peningkatan Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 

Keluarga 

4.1. Strategi 

Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan ketahanan 

keluarga menuju keluarga sejahtera 

4.2. Kebijakan 

Pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ketahanan 

keluarga dengan menurunkan keluarga dari pra sejahtera dan 

Keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II dan Keluarga 

Sejahtera Mandiri 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan advokasi, komunikasi, 

informasi, edukasi dan data. 

Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan keluarga berencana dengan sasaran 

meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). 
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Tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas  

diharapkan dapat dicapai dengan strategi dan kebijakan sebagai 

berikut: 

5.1. Strategi  

Meningkatkan koordinasi dan kemitraan SKPD dengan 

instansi terkait 

5.2. Kebijakan 

Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak dan keluarga berencana dengan sasaran 

meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) 

6. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang 

program pemberdayaan perempuan 

6.1. Strategi 

Sosialisasi/ kampanye tentang program pemberdayaan 

perempuan. 

6.2. Kebijakan 

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang 

program pemberdayaan perempuan. 
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BAB VI  

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

Penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan 

perempuan dan anak, pengendalian kuantitas penduduk, keluarga 

berencana serta pembangunan keluarga untuk periode 5 (lima) tahun yang 

akan datang, dilaksanakan melalui program “Terwujudnya keluarga yang 

berkualitas, peran aktif perempuan dalam pembangunan, perlindungan 

terhadap perempuan dan anak menuju keluarga yang sejahtera.” dengan 

rencana kegiatan sebagai berikut : 

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga 

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota 

2. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

3. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

4. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan 

Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

5. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 

6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

7. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

8. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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9. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 

10. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 

(PKB/PLKB) 

11. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah 

Kabupaten/Kota 

12. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

13. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam 

Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Sedangkan Urusan Dasar OPD, dilaksanakan melalui Program 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Selanjutnya 

mengenai indikator kinerja kegiatan, dapat terlihat pada tabel 6.1.  
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Tabel 6. 1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG  

TAHUN 2021 – 2026 

 

 

 

 

Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK

9.184.744.058      DPPKB

2 08 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Persentase Capaian 

Penyelengaraan Urusan 

Pemerintahan dan 

Layanan Kantor

% 100% 7.973.970.714      100% 7.452.902.700           100% 7.527.431.727       100% 7.602.706.044       100% 7.678.733.105       100% 8.139.457.091       100% 8.139.457.091       DPPKB

2 08 1 2 01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya 

perencanaan dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

DPPKB

% 100% 2.345.081              100% 1.285.685                   100% -                              100% -                              100% -                              100% -                              100% -                              DPPKB

2 08 1 2 01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Dokumen 5 577.001                  - 1.285.685                    - -                               - -                               - -                               - -                               - -                              DPPKB

2 08 1 2 01 02
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKASKPD
Jumlah Dokumen Kegiatan 3 1.199.990               - -                                    - -                               - -                               - -                               - -                               - -                              DPPKB

2 08 1 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Jumlah Dokumen Kegiatan 3 -                               - -                                    - -                               - -                               - -                               - -                               - -                              DPPKB

2 08 1 2 01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Jumlah Laporan Laporan 2 568.090                  - -                                    - -                               - -                               - -                               - -                               - -                              DPPKB

2 08 1 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Meningkatnya 

Administrasi Keuangan
% 100% 5.286.706.555      100% 5.653.470.000           100% 5.650.750.000       100% 5.650.750.000       100% 5.650.750.000       100% 5.653.000.000       100% 5.653.000.000       DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022

10.179.426.513                    8.550.375.000                          8.868.276.372                        9.128.029.036                      9.442.373.475                      10.179.426.513                    
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08 1 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan

Orang 38 5.285.494.092      38 5.650.750.000           38 5.650.000.000       38 5.650.000.000       38 5.650.000.000       38 5.650.000.000       38 5.650.000.000       DPPKB

2 08 1 2 02 05
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah Dokumen Dokumen 5 499.635                 - -                                   - -                              - -                              - -                              - -                              - -                              DPPKB

2 08 1 2 02 08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Dokumen 1 237.276                 - -                                   - -                              - -                              - -                              - -                              - -                              DPPKB

2 08 1 2 02 09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Laporan 1 475.552                 1 2.720.000                   1 750.000                  1 750.000                  1 750.000                  1 3.000.000              1 3.000.000              DPPKB

2 08 1 2 05
Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Kinerja 

Kepegawaian
% 100% 2.065.000              100% 33.000.000                 100% -                              100% 25.274.317            100% -                              100% 25.274.317            100% 25.274.317            DPPKB

2 08 1 2 05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Orang yang 

Mengikuti Sosialisasi
Orang 38 2.065.000              -                                   -                              -                              -                              -                              -                              DPPKB

2 08 1 2 05 10
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang Undangan

Jumlah Orang yang 

Mengikuti Bimtek
Orang -                              2 33.000.000                 -            -                              2 25.274.317            -          -                              2 25.274.317            2 25.274.317            DPPKB

2 08 1 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Meningkatnya Urusan 

Administrasi Perangkat 

Daerah

% 100% 818.964.556          100% 298.081.815              100% 313.875.527          100% 333.875.527          100% 465.176.905          100% 615.176.905          100% 615.176.905          DPPKB

2 08 1 2 06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Paket Peralatan    

dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

Paket 4 442.717.471          4 89.225.326                 4 10.000.000            4 10.000.000            4 10.000.000            4 10.000.000            4 10.000.000            DPPKB

2 08 1 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan  

Rumah Tangga yang

Disediakan

Paket 5 2.500.000              -           -                                   -            -                              -           -                              -          -                              -           -                              -           -                              DPPKB

2 08 1 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan   

Logistik Kantor yang

Disediakan

Paket 3 124.539.603          -           -                                   3 85.000.000            3 105.000.000          3 200.000.000          3 200.000.000          30 200.000.000          DPPKB

2 08 1 2 06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan

Paket 4 40.407.482            4 18.206.489                 4 30.000.000            4 30.000.000            4 36.301.378            4 36.301.378            5000 36.301.378            DPPKB

2 08 1 2 06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Laporan 70 208.800.000          70 190.650.000              70 188.875.527          70 188.875.527          70 218.875.527          70 368.875.527          70 368.875.527          DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08 1 2 07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatanya Sarana 

Penunjang di DPPKB
% 100% 152.879.822          100% -                                   100% -                              100% -                              100% -                              100% 100.000.000          100% 100.000.000          DPPKB

2 08 1 2 07 05 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 

Disediakan
Unit 5 152.879.822          5 -                                   -            -                              -           -                              -          -                              5 100.000.000          5 100.000.000          DPPKB

2 08 1 2 08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan di DPPKB

% 100% 1.237.047.000      100% 1.181.038.400           100% 1.216.272.000       100% 1.216.272.000       100% 1.216.272.000       100% 1.299.471.669       100% 1.299.471.669       DPPKB

2 08 1 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan     

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Laporan 1 3.300.000              1 5.000.000                   1 8.000.000              1 8.000.000              1 8.000.000              1 8.000.000              1 8.000.000              DPPKB

2 08 1 2 08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Peralatan 

dan

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Laporan 1 35.475.000            1          6.600.000                   1 10.000.000            1 10.000.000            1 10.000.000            1 93.199.669            1 93.199.669            DPPKB

2 08 1 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah   Laporan   

Penyediaan   Jasa   

Pelayanan

Umum Kantor yang 

Disediakan

Laporan Non-

PNS
30 1.198.272.000      30 1.169.438.400           30 1.198.272.000       30 1.198.272.000       30 1.198.272.000       30 1.198.272.000       30 1.198.272.000       DPPKB

2 08 1 2 09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

% 100% 473.962.700          286.026.800              100% 346.534.200          100% 376.534.200          100% 346.534.200          100% 446.534.200          100% 446.534.200          DPPKB

2 08 1 2 09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Unit 5 286.512.700          -           -                                   -            -                              -           -                              -          -                              -           -                              -           -                              DPPKB

2 08 1 2 09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara 

dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Unit 59 25.806.000            59 265.776.800              59 316.534.200          59 346.534.200          59 316.534.200          59 416.534.200          59 416.534.200          DPPKB

2 08 1 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan   dan   

Mesin Lainnya   yang

Dipelihara

 Unit/Printer 16 12.144.000            16 20.250.000                 16 30.000.000            16 30.000.000            16 30.000.000            16 30.000.000            16 30.000.000            DPPKB

2 08 1 2 09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 1 149.500.000           - -                                    - -                               - -                               - -                               - -                               - -                              

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

Persentase Partisipasi 

Perempuan di Lembaga 

Pemerintah

% 47,78% 47,78% 47,78% 47,80% 4785% 47,95% 47,95%

Persentase Anggaran 

Gender pada Belanja 

Langsung APBD

% 0,0163 0,375% 0,412 0,453 0,499 0,549 0,549

2 08 02 2 01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan

Persentase  

Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan 

Perempuan

% 100 380.181.719          100 407.200.000              100            468.280.000 100            538.522.000 100            619.300.300 100            712.195.345 100            712.195.345 DPPKB

2 08 02 2 01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi 
Dokumen 31 28.029.300             -                                    - 31            168.280.000 31            238.522.000 31            219.300.300 31            212.195.345 31            212.195.345 DPPKB

2 08 02 2 01 03
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mengikuti Advokasi

Perangkat 

Daerah
31 -                               -                                    -  -                                -  -                                -  -                                -  -                                -  -                                - DPPKB

2 08 02 2 01 04
Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG 

dan PPRG

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mengikuti Sosialisasi

Perangkat 

Daerah
31 352.152.419          31 407.200.000              31            300.000.000 31            300.000.000 31            400.000.000 31            500.000.000 31            500.000.000 DPPKB

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase tertanganinya 

Kasus Kekerasan 

terhadap Perempuan

% 100% 486.062.399          100% 277.030.000              100%            304.733.000 100%            335.206.300 100%            368.726.930 100%            405.599.623 100%            405.599.623 DPPKB

2 08 03 2 01
Pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan dilingkup daerah kab/kota

Tercapainya Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

% 100 -                              100 71.330.000                 100              48.950.000 100              53.845.000 100              59.229.500 100              65.152.450 100              65.152.450 DPPKB

2 08 03 2 01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan terhadap 

Perempuan Lingkup Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi

Dokumen 24 -                              71.330.000                 -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 08 03 2 01 02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mendapat Advokasi 

dan Pendampingan

Perangkat 

Daerah
1 -                              1 -                                   1              48.950.000 1              53.845.000 1              59.229.500 1              65.152.450 1              65.152.450 DPPKB

2 08 03 2 02

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan yang 

Memerlukan Koordinasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya layanan 

UPTD PPA
% 100 486.062.399 100 205.700.000              100            255.783.000 100            281.361.300 100            309.497.430 100            340.447.173 100            340.447.173 DPPKB

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

2 08 02
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
           712.195.345 DPPKB380.181.719          407.200.000                         468.280.000            538.522.000            619.300.300            712.195.345 
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08 03 2 02 01

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat 

bagi Perempuan Korban Kekerasan 

Kewenangan kabupaten/kota

Jumlah Perempuan 

Korban Kekerasan yang 

Mendapatkan Layanan 

Pengaduan

Orang -                              40 80.685.300                 40            166.320.000 40            182.952.000 40            201.247.200 40            221.371.920 40            221.371.920 DPPKB

2 08 03 2 02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 

Kab/Kota

Jumlah Layanan Tindak 

Lanjut Pengaduan yang 

Memerlukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi

Layanan 4 486.062.399          4 125.014.700              4 89.463.000            4 98.409.300            4 108.250.230          4 119.075.253          4 119.075.253          DPPKB

2 08 04
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 

KELUARGA

Persentase Layanan 

Pembelajaran Keluarga
% 50% 132.099.074          50% 202.940.000              60% 223.234.000          70% 245.557.400          80% 270.113.140          100% 297.124.454          100% 297.124.454          DPPKB

2 08 4 2 01

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 

Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kualitas 

Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan Hak

Anak

% 0 -                              100 55.118.000                 100 -                              100 -                              -                              0 -                              0 -                              DPPKB

2 08 04 2 01 03

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk 

Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan     

Pengembangan     

Kegiatan

Masyarakat

Laporan - -                              1 55.118.000                 - -                              - -                              - -                              - -                              - -                              DPPKB

2 08 04 2 02

Penguatan dan Pengembangan lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak 

Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kab/Kota 

Terlaksananya layanan 

Puspaga, SDM, Jejaring 

antar lembaga penyedia 

layanan

% 100 99.999.546            100% 45.272.827                 100% 100.000.000          100% 122.323.400          100% 132.879.140          100% 142.890.454          100% 142.890.454          DPPKB

2 08 04 2 02 03

Penguatan Jejaring antar Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 

Penguatan  Jejaring Antar 

Lembaga

Dokumen 1 99.999.546            -                                   -                              -                              -                              -                              -                              DPPKB

2 08 04 2 02 02

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 

Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah sumberdaya 

Lembaga Penyedia 

Layanan Peningkatan 

Kualitas Keluarga

Orang 15 -                              15 45.272.827                 15 100.000.000          15 122.323.400          15 132.879.140          15 142.890.454          15 142.890.454          DPPKB

2 08 04 2 03

Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang 

Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya layanan bagi 

keluarga dalam 

mewujudkan KG

% 100 32.099.528            100% 102.549.173              100% 123.234.000          100% 123.234.000          100% 137.234.000          100% 154.234.000          100% 154.234.000          DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08 04 2 03 01

Pelaksanaan Penyediaan Layanan 

Komprehensif bagi Keluarga dalam 

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan 

Komprehensif bagi 

Keluarga dalam 

Mewujudkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan 

Perlindungan Anak 

Layanan 20 32.099.528            20 102.549.173              20 123.234.000          20 123.234.000          20 137.234.000          20 154.234.000          20 154.234.000          DPPKB

2 08 05
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA 

GENDER DAN ANAK

Cakupan Data Gender dan 

Anak Terpadu
% 100% -                              100% -                                   100%              50.000.000 100%              55.000.000 100%              60.500.000 100%              66.550.000 100%              66.550.000 DPPKB

2 08 05 2 01

Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan 

Penyajian Data Gender dan Anak dalam 

Pelembagaan Data di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Data Gender 

dan Anak
- - 100%              50.000.000 100%              55.000.000 100%              60.500.000 100%              66.550.000 100%              66.550.000 DPPKB

2 08 05 2 01 01
Penyediaan Data Gender dan Anak di 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen   Data   

Gender dan Anak

Kabupaten/Kota yang 

Tersedia

Dokumen - - 1              50.000.000 1              55.000.000 1              60.500.000 1              66.550.000 1              66.550.000 DPPKB

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Predikat Kota Layak Anak Predikat Nindya 112.403.306          Nindya 95.302.300                 Nindya            109.597.645 Nindya 126.037.292          Utama 150.000.000          Utama 172.500.000          Utama 172.500.000          DPPKB

2 08 06 2 01

Pelembagaan PHA pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia 

Usaha kewenangan Kab/Kota 

Jumlah lembaga 

pemerintah, non 

pemerintah, dan dunia 

usaha yang telah 

mendapatkan 

pelembagaan PHA

Lembaga 30 30.267.163            30 95.302.300                 35 109.597.645          40 112.790.930          45 124.070.023          50 136.477.026          50 136.477.026          DPPKB

2 08 06 2 01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Organisasi -                          30 64.893.803            35 70.383.183            40 69.655.022            45 76.620.524            50 84.282.577            50 84.282.577            DPPKB

2 08 06 2 01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan 

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil     

Koordinasi dan 

Sinkronisasi

Dokumen 5 30.267.163        2 30.408.497            3 39.214.462            3 43.135.908            3 47.449.499            4 52.194.449            4              52.194.449 DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08 06 2 02

Penguatan dan Pengembangan lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak kewenangan Kab/Kota 

Jumlah Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan 

Kualitas Hidup Anak 

kewenangan 

Kabupaten/Kota

4 82.136.143            0 -                                   0 -                              5 13.246.362            5 25.929.977            5 36.022.974            5 36.022.974            DPPKB

2 08 06 2 02 01
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota

Jumlah Anak yang 

Mendapatkan Layanan 

Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak

Orang -                          50 -                              75                                - 100              13.246.362 100              14.570.999 100              23.528.099 100              23.528.099 DPPKB

2 08 06 2 02 03

Pengembangakn Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga 

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas 

Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupate/Kota

Jumlah Dokumen 

Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE)

Dokumen 82.136.143        5 -                              7                                - 9                                - 11              11.358.978 15              12.494.875 15              12.494.875 DPPKB

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Layanan  Anak 

yang memerlukan 

perlindungan khusus

% 100% 100.026.846          100% 115.000.000              100%            185.000.000 100%            225.000.000 100%            295.000.000 100%            386.000.000 100%            386.000.000 DPPKB

2 08 07 2 01

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 

Yang Melibatkan Para Pihak lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

Tercapainya Kegiatan 

Pencegahan Kekerasan 

terhadap Perempuan 

Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

% 100% 53.927.046            100%                  45.404.152 100%              40.000.000 100%              55.000.000 100%              98.000.000 100%            117.000.000 100%            117.000.000 DPPKB

2 08 07 2 01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan 

Kegiatan, Pencegahan Kekerasan terhadap 

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah 

yang Mendapat Advokasi 

Kebijakan dan 

Pendampingan

Perangkat 

Daerah
10 -                              10 45.404.152                 10              25.000.000 10              20.000.000 10              33.000.000 10              45.000.000               45.000.000 DPPKB

2 08 07 2 01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan 

Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan 

Kabupaten Kota.

Jumlah kegiatan sosialisasi 

perlindungan khusus anak 

yang terlaksana

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi

40 53.927.046            -                                   40              15.000.000 40              35.000.000 40              65.000.000 40              72.000.000 40              72.000.000 DPPKB

2 08 07 2 02

Penyediaan Layanan bagi anak yang 

memerlukan Perlindungan Khusus yang 

Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 

Kab/kota

Persentase Penyelesaian 

Kasus Masuk
% 100 46.099.800            100 19.191.073                 100 120.000.000          100 150.000.000          100 165.000.000          100 214.000.000          100 214.000.000          DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 08 07 2 02 01

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat 

bagi anak yang memerlukan perlindungan 

khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Jumlah Anak yang 

Memerlukan Perlindungan 

Khusus

Orang 80 46.099.800            80 19.191.073                 80            110.000.000 80            125.000.000 80            130.000.000 80            155.000.000 80            155.000.000 DPPKB

2 08 07 2 02 03

Pengembangan komunikasi, informasi dan 

edukasi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus kewenangan 

kabupaten/kota

Jumlah Dokumen 

Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE

Dokumen -                              -                                   1              10.000.000 1              25.000.000 1              35.000.000 1              59.000.000 1              59.000.000 DPPKB

2 08 07 2 03

Penguatan dan Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan bagi Anak yang 

Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase 

terselesaikannya Kegiatan 

Pengembangan 

Penguatan dan 

Pengembangan Lembaga 

Penyedia Layanan bagi 

Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus 

Kegiatan 0 4 50.404.775                 5 25.000.000            5 20.000.000            5 32.000.000            5 55.000.000            5 55.000.000            DPPKB

2 08 07 2 03 02

Koordinasi dan sinkronisasi penguatan 

kapasitas sumber daya  lembaga penyedia 

layanan anak yang memerlukan 

perlindungan khusus tingkat daerah 

kabupaten/kota

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi

Laporan -                              1                                    - 1              25.000.000 1              20.000.000 1              32.000.000 1              55.000.000 1              55.000.000 DPPKB

2 08 07 2 03 03

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan 

Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan 

Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan 

Koordinasi dan 

Singkronisasi

Kegiatan 5                  50.404.775 -                                - -                                - -                                - -                                - 0                                - 

2 14

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA

DPPKB

2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Rata-rata jumlah anak per 

keluarga
Rasio 2           171.291.400 2                165.900.000 2            165.900.000 1,9            182.490.000 1,9            200.739.000 1,9            220.812.900 1,9            220.812.900 DPPKB

2 14 02 2 01

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah Provinsi dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tercapainya Pengendalian 

Kuantitas Penduduk
%                                - 50,01                  75.899.288 51,05              83.900.000 60            100.490.000 61,75            118.739.000 62            138.812.900 62            138.812.900 DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022

                       1.370.928.373                        1.370.928.373                              3.494.384.337                               449.625.000                         1.232.697.500                        1.275.967.250                       1.321.963.975 
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 14 02 2 01 02

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design 

Pembangunan Kependudukan (GDPK) 

Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Penyusunan dan 

Pemanfaatan Grand 

Design Pembangunan 

Kependudukan (GDPK)

Dokumen -                                - 1                  75.899.288              -              83.900.000            -            100.490.000            -            118.739.000             -            138.812.900            -            138.812.900 DPPKB

2 14 02 2 01 09

Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi 

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan 

Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang 

SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan 

Informal

Jumlah Satuan Pendidikan 

yang Mendapatkan 

Advokasi, Sosialisasi dan 

Fasilitasi Pelaksanaan 

Pendidikan

Satuan 

Pendidikan
- -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 02 2 01 10
Implementasi  Pendidikan  Kependudukan  

Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal

Jumlah  Laporan  Hasil  

Pelaksanaan  Pendidikan

Kependudukan

Dokumen - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 02 2 02

Pemetaan Perkiraan Pengendalian 

Penduduk Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota

Terpetakannya perkiraan 

pengendalian penduduk
          171.291.400                  90.000.712              82.000.000              82.000.000              82.000.000              82.000.000              82.000.000 DPPKB

2 14 02 2 02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Jumlah  Dokumen  

Penyediaan dan 

Pengolahan Data 

Kependudukan

Dokumen 1             17.463.700 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                -                                - DPPKB

2 14 02 2 02 12
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 

(DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah  Laporan  

Pencatatan  dan  

Pengumpulan

Data Keluarga

Laporan 2             20.144.400 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 02 2 02 13

Pengolahan dan Pelaporan Data 

Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 

(DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah   Dokumen   

Pengolahan   dan   

Pelaporan Data 

Pengendalian Lapangan 

dan Pelayanan KB

Dokumen 2             15.897.900 2                                    - 2                5.000.000 2                5.000.000 2                5.000.000 2                5.000.000 2                5.000.000 DPPKB

2 14 02 2 02 14
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan 

dan Pelaporan Program KKBPK

Jumlah  Laporan  Hasil  

Pelaksanaan  Pembinaan 

dan Pengawasan

Laporan 2           117.785.400 2                  90.000.712 2              77.000.000 2              77.000.000 2              77.000.000 2              77.000.000 2              77.000.000 DPPKB

2 14 03
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA (KB)
Rasio Akseptor % 70%        3.127.200.882 70%                  60.725.000 70,5%              66.797.500 71,0%              73.477.250 71,5%              80.824.975 72%              88.907.473 72%              88.907.473 DPPKB

2 14 03 2 01

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai 

Kearifan Budaya Lokal

Jumlah Pelaksanan 

Advokasi Komunikasi 

Informasi dan Edukasi KIE 

Pengendalian Penduduk 

dan KB (Monev)

% 85%        2.209.003.975 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 14 03 2 01 01

Advokasi Program KKBPK kepada 

Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK BOKB 

NON FISIK)

Jumlah Organisasi yang 

Mendapatkan Advokasi 

Program Bangga Kencana

Organisasi -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 02

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 

Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal (DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah Dokumen 

Komunikasi, Informasi dan 

Edukasi (KIE) Program 

Bangga Kencana 

Dokumen 1           291.747.960 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 04

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui 

Media Massa Cetak dan Elektronik Serta 

Media Luar Ruang (DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah Dokumen Promosi 

dan KIE Program Bangga 

Kencana

Dokumen -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 05
Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 

(Harganas)

Jumlah Peserta yang 

mengikuti Kegiatan 

Harganas Tingkat Kota

orang - - - - - - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 06

Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik 

dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya 

Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK 

(DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah Media lini bawah 

yang di manfaatkan untuk 

menyampaikan Progrma 

Bangga kencana

Media -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 07

Pelaksanaan Mekanisme Operasional 

Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi 

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi 

Desa (Rakordes), dan Mini Lokalkarya 

(Minilok) (DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah Laporan 

Mekanisme Operasional 

Program Bangga Kencana

Laporan 1           260.148.873 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 08
Pengelolaan operasional dan sarana di balai 

penyuluhan KKBPK (DAK NON FISIK)

Jumlah Laporan Hasil 

Pengelolaan Operasional 

dan Sarana di Balai 

Penyuluhan Bangga 

Kencana 

Laporan -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 01 09 Pengendalian Program KKBPK

Jumlah   Laporan   Hasil   

Pengendalian   Program

KKBPK

Laporan 3        1.657.107.142 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 02
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh 

KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Jumlah Kegiatan 

Pendayagunaan Tenaga 

Penyuluh KB/Petugas 

Lapangan KB

Kegiatan 4           328.880.000 4                                    - 4              12.000.000 4              13.000.000 4              14.000.000 4              15.000.000 4              15.000.000 DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022



 

 

  
 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 

 

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

88 

 

 

 

Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 14 03 2 02 01
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini 

Lapangan oleh PKB/PLKB

Jumlah Organisasi yang 

Mengikuti Pembinaan IMP 

dan Program  Bangga  

Kencana

Organisasi           256.880.000 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 02 03

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, 

Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan 

Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 

Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana (PKB/PLKB)

Jumlah Laporan Hasil 

Penguatan Pelaksanaan 

Penyuluhan, Penggerakan, 

Pelayanan dan 

Pengembangan Program 

Bangga Kencana

Laporan -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 02 04
Pengerakan Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Jumlah   Kader   yang   

Mengikuti   Penggerakan

Kader Institusi Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Orang -             72.000.000                                    - 90              12.000.000 90              13.000.000 90              14.000.000 90              15.000.000 90              15.000.000 DPPKB

2 14 03 2 02 08

Membentuk Rumah Data Kependudukan Di 

Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi 

Program KKBPK di Sektor Lain

Jumlah Rumah Data

Jumlah Rumah 

Data 

Kependudukan 

di Kampung KB 

untuk 

Memperkuat 

Integrasi 

Program Bangga 

Kencana

-                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 03

Pengendalian dan Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 

Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 

Kabupaten/Kota

Terkendalinya dan 

terdistribusinya Alat, 

Obat Kontrasepsi dan 

Pelayanan KB

% 100           589.316.907 100                  60.725.000 100              54.797.500 100              60.477.250 100              66.824.975 100              73.907.473 100              73.907.473 DPPKB

2 14 03 2 03 01

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat 

Kontrasepsi dan Sarana Penunjang 

Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 

termasuk Jaringan dan Jejaringan (DAK 

BOKB NON FISIK)

Jumlah Laporan  

Pengendalian 

Pendistribusian Alat dan 

Obat Kontrasepsi dan 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB

Laporan -                                -                                    -                                -                                -                                -                                -                                - DPPKB

2 14 03 2 03 02

Peningkatan Kompetensi Pengelola dan 

Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi 

serta Sarana Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Akseptor yang 

Mengikuti Peningkatan 

Kompetensi Pengelola dan 

Petugas Logistik Alat dan  

Obat  Kontrasepsi

Orang 43             82.621.677 -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 03 03

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK 

BOKB NON FISIK)

Jumlah    Orang    yang    

Mengikuti    Kesertaan

Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

Orang           404.794.379                                    -                                -                                -                                -                                -                                - DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 14 03 2 03 04

Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi 

Berat dan Kegagalan Pengunaan MKJP 

Jumlah Laporan Dukungan  

Ayoman Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP

Laporan                                -                                    -                                -                                -                                -                                -                                - DPPKB

2 14 03 2 03 06
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 

(DAK FISIK)

Jumlah Unit Sarana 

Penunjang Pelayanan KB
Unit 3             22.270.489 1                                    - 3              17.000.000 3              18.477.250 3              21.824.975 3              20.907.473 3              20.907.473 DPPKB

2 14 03 2 03 08

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana 

dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas 

Kesehatan termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya (DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah Laporan Hasil 

Pembinaan Pelayanan 

Keluarga Berencana  dan  

Kesehatan  Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan dan 

Jejaringnya

Laporan 42             70.600.362 42                                    - 42              26.000.000 42              29.000.000 42              30.000.000 42              35.000.000 42              35.000.000 DPPKB

2 14 03 2 03 09

Promosi dan Konseling Kesehatan 

Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

Jumlah Orang yang 

Mendapatkan Promosi 

dan Konseling Kesehatan 

Reproduksi, serta Hak-Hak 

Reproduksi di Fasilitas 

Kesehatan dan Kelompok

Kegiatan

Orang 50                9.030.000 50                                    - 50              11.797.500 50              13.000.000 50              15.000.000 50              18.000.000 50              18.000.000 DPPKB

2 14 03 2 03 11
Dukungan Operasional Pelayanan KB 

Bergerak

Jumlah Laporan Dukungan 

Operasional

Pelayanan KB Bergerak

Laporan 1                                - 1                  60.725.000 1                                - 1                                - 1                                - 1                                - 1                                - DPPKB

2 14 03 2 03 13 Peningkatan Kesertaraan KB Pria

Jumlah  Akseptor  yang  

Mendapat  Peningkatan

Kesetaraan KB Pria

Orang -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 03 2 04

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran 

Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan 

Kesertaan Ber-KB

jumlah  kesertaan 

organisasi masyarakat 

dalam Program Bangga 

Kencana

%                                -                                    -                                -                                -                                -                                - DPPKB

2 14 03 2 04 03

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 

KKBPK di Kampung KB (DAK BOKB NON 

FISIK)

Jumlah Kampung KB yang  

Mengikuti Pelaksanaan 

dan Pengelolaan Program 

Bangga Kencana

Kampung KB -                                - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 14 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Persentase 

pemberdayaan Kelompok 

Kegiatan Bangga Kencana

% 51%           195.892.055 70%                223.000.000 75%        1.000.000.000 77%        1.020.000.000 79%        1.040.400.000 80%        1.061.208.000 80%        1.061.208.000 DPPKB

2 14 04 2 01

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 

melalui Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan

Keluarga

Tersedianya kelompok 

Tribina dan UPPKS yang 

dibina dan dibentuk

% 100%             95.795.000 100%                146.206.500 100%            670.000.000 100%            680.000.000 100%            688.000.000 100%            692.000.000 100%            692.000.000 DPPKB

2 14 04 2 01 02

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 

(DAK FISIK)

Jumlah Unit Sarana 

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

Unit 15                                - -                                    - 15              20.000.000 15              23.000.000 15              24.000.000 10              14.000.000 10              14.000.000 DPPKB

2 14 04 2 01 03

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil 

Orientasi dan Pelatihan 

Teknis Pengelola 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

Laporan 2                                - 2                  36.364.540 2            110.000.000 2            115.000.000 2            118.000.000 2            125.000.000 2            125.000.000 DPPKB

2 14 04 2 01 04

Orientasi/PelatihanTeknis Pelaksana/Kader 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 

emberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader yang  

Mengikuti 

Orientasi/Pelatihan Teknis 

Pelaksana/Kader 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

Orang             42.260.000                  53.349.460            175.000.000            175.000.000            175.000.000            175.000.000            175.000.000 DPPKB

2 14 04 2 01 05

Penyediaan Biaya Operasional Bagi 

Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS) (DAK BOKB NON FISIK)

Jumlah Kader Pengelola 

dan Pelaksana (Kader) 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

Orang - -                                    - -                                - -                                - -                                - -                                - -                                - DPPKB

2 14 04 2 01 06

Penyediaan Operasional bagi kelompok 

kegiatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

Jumlah Kelompok 

Kegiatan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

Kelompok - -                                    - 153              90.000.000 153              90.000.000 153              90.000.000 153              95.000.000 49%              95.000.000 DPPKB

2 14 04 2 01 07

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R, dan 

Pemberdayaan ekonomi keluarga

Jumlah Laporan Hasil 

Promosi dan Sosialisasi 

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan  dan 

Kesejahteraan Keluarga

Laporan - -                                    - 1            150.000.000 1            151.000.000 1            153.000.000 1            155.000.000 1            155.000.000 DPPKB

2 14 04 2 01 08

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi 

Berencana, Kelanjutusiaan serta 

Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil 

Promosi dan Sosialisasi 

Kelompok Kegiatan 

Ketahanan  dan 

Kesejahteraan Keluarga

Laporan 1             53.535.000 1                  56.492.500 1            125.000.000 1            126.000.000 1            128.000.000 1            128.000.000 100%            128.000.000 DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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Target  Rp Target  Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5)  (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

2 14 04 2 02

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan 

Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga

Tersedianya kelompok 

Tribina dan UPPKS yang 

dibina dan dibentuk

% 70%           100.097.055 70%                  76.793.500 75%            330.000.000 80%            340.000.000 90%            352.400.000 90%            369.208.000 90%            369.208.000 DPPKB

2 14 04 2 02 01

Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka 

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta 

Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja 

Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang 

Mengikuti Penguatan 

Kebijakan Daerah 

Organisasi           100.097.055 - -            130.000.000            130.000.000            135.000.000            140.000.000            140.000.000 DPPKB

2 14 04 2 02 02

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi 

Kemasyarakatan dalam Penggerakan 

Operasional Pembinaan Program Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan 

Pendayagunaan Mitra 

Kerja dan Organisasi 

Kemasyarakatan

Laporan -                                - -                  76.793.500 6            105.000.000 6            110.000.000 6            115.000.000 6            120.000.000 6            120.000.000 DPPKB

2 14 04 2 02 04
Promosi dan sosialisasi program ketahanan 

dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja

Jumlah  Laporan  Hasil  

Promosi  dan  Sosialisasi 

Program Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga

bagi Mitra Kerja

mitra kerja - -                                    - 2              95.000.000 3            100.000.000 4            102.400.000 4            109.208.000 4            109.208.000 DPPKB

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026
Kondisi Kinerja

pada akhir

(1)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan

dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

Satuan

Baseline 

(Tahun 

2021)

 Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 2021) 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat 

daerah 

penanggung 

jawab
Tahun 2022
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

PROGRAM/ KEGIATAN REGULER (URUSAN WAJIB) 

 

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

 Tujuan : Peningkatan Peran Gender di Lembaga Pemerintahan 

dan Swasta 

 Sasaran : Terdapat Gender di Organisasi Lembaga 

Pemerintahan dan Swasta 

 Target : 1. Persentase Partisipasi Perempuan di 

Lembaga Pemerintah 

   2. Persentase Anggaran Gender pada 

Belanja Langsung APBD 

 Capaian : 48% Untuk Lembaga Pemerintah dan 25% Anggaran 

ARG pada Tahun 2026 

 

2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

 Tujuan : Tertanganinya Pengaduan Perlindungan Perempuan 

 Sasaran : Seluruh Pengaduan Perlindungan Perempuan 

 Target : Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan 

 Capaian : 100% tiap Tahun 

    

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

 Tujuan : Terwujudnya peningkatan Kualita Keluarga melalui 

advokasi dan edukasi serta pengembangan SDM 

 Sasaran : Terlaksananya layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar 

lembaga penyedia layanan 

 Target : Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga 
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 Capaian : 100% pada tahun 2026 

 

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 

 Tujuan : Tersedianya Data Gender dan Anak 

 Sasaran : Data Gender dan Anak 

 Target : Cakupan Data Gender dan Anak Terpadu 

 Capaian : 100% pada tahun 2026 

    

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 

 Tujuan : Terwujudnya 5 Klaster Pemenuhan Hak Anak 

 Sasaran : 5 Klaster Pemenuhan Hak Anak dalam Rangka 

Kategori Kota Layak Anak 

 Target : Predikat Kota Layak Anak 

 Capaian : Utama pada Tahun 2026 

    

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 

 Tujuan : Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan 

Anak 

 Sasaran : Penurunan Tingkat Kekerasan terhadap Anak 

 Target : Persentase Layanan  Anak yang memerlukan 

perlindungan khusus 

 Capaian : 100% Tiap Tahun 

    

7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 

 Tujuan : Menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya 

kesejahteraan keluarga. 

 Sasaran : Pasangan Usia Subur, Remaja dan masyarakat 

umum yang perduli terhadap program Keluarga 

Berencana. 

 Target : Rata-rata jumlah anak per keluarga 
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 Capaian : 1.9 pada tahun 2026 

8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 

 Tujuan : Meningkatkan peran aktif Pasangan Usia Subur 

dalam mengikuti KB 

 Sasaran : Pasangan Usia Subur, Remaja dan masyarakat 

umum yang perduli terhadap program Keluarga 

Berencana. 

 Target : Rasio Akseptor 

 Capaian : 72% pada tahun 2026 

 

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA 

SEJAHTERA (KS) 

 Tujuan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

mendukung program keluarga berencana 

 Sasaran : Semua kelompok masyarakat   

 Target : Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan 

Bangga Kencana 

 Capaian : 80% pada tahun 2026 

 

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

PROGRAM URUSAN  DASAR OPD 

 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 Tujuan : Menciptakan sistem pelayanan administrasi 

perkantoran, Meningkatkan sarana prasarana 

aparatur yang menunjang pelaksanaan tugas, 

Menciptakan disiplin aparatur, Menciptakan sistem 

tata kelola pelaporan capaian kinerja dan 
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Menciptakan sistem tata kelola pelaporan capaian 

kinerja keuangan. 

 Sasaran : Pegawai dan Dokumen Perencanaan   

 Target : Persentase Capaian Penyelengaraan Urusan 

Pemerintahan dan Layanan Kantor 

 Capaian : 100% Tiap Tahun 

 

Sasaran dan target capaian tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja 

PD setiap tahun. 
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BAB VII 

INDIKATOR KINERJA PD  

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana  yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai 

dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD adalah : 

1. Capaian Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada 

tahun 2026 sebesar 48%. 

2. Capaian Persentase Anggaran Gender pada Belanja Langsung 

APBD pada tahun 2026, sebesar 25%. 

3. Capaian Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan pada tahun 2026, setiap tahun 100%. 

4. Capaian Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga pada tahun 

2026, sebesar 100% 

5. Capaian Cakupan Data Gender dan Anak Terpadu setiap tahun 

100% 

6. Capaian Predikat Kota Layak Anak dengan evaluasi KLA tahun 2026 

mendapatkan Predikat Utama. 

7. Capaian Persentase Layanan  Anak yang memerlukan 

perlindungan khusus setiap tahun 100%. 

8. Capaian Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2026, 

sebesar 1,9% artinya setiap keluarga hanya mempunyai anak antara 1 

atau 2. 

9. Capaian Rasio Akseptor KB pada tahun 2026, sebanyak 72 %  

10. Capaian Cakupan Persentase pemberdayaan Kelompok Kegiatan   

Bangga Kencana pada tahun 2026, sebesar 80%. 
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Rincian indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel 7.1: 

 

Tabel 7. 1  

Indikator Kinerja KD Yang Mengacsu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

No. Indikator 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Awal 

Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Tahun 
ke 1 

(2022) 

Tahun 
ke 2 

(2023) 

Tahun 
ke 3 

(2024) 

Tahun 
ke 4 

(2025) 

Tahun 
ke 5 

(2026) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Persentase 
Partisipasi 

Perempuan di 
Lembaga 

Pemerintah 

47,78% 47,78% 47,78% 47,80% 47,85% 47,95% 

2 

Persentase 

Anggaran Gender 
pada Belanja 
Langsung APBD 

0,0163% 0,375% 0,412% 0,453% 0,499% 25% 

3 

Persentase 
tertanganinya 

Kasus Kekerasan 
terhadap 
Perempuan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Persentase 
Layanan 

Pembelajaran 
Keluarga 

n.a 50% 60% 70% 80% 100% 

5. 

Cakupan Data 
Gender dan Anak 
Terpadu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. 
Predikat Kota 
Layak Anak 

Nindya Nindya Nindya Nindya Utama Utama 

7. 

Persentase 
Layanan  Anak 

yang 
memerlukan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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No. Indikator 

Kondisi 
Kinerja 
Pada 
Awal 

Periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Tahun 
ke 1 

(2022) 

Tahun 
ke 2 

(2023) 

Tahun 
ke 3 

(2024) 

Tahun 
ke 4 

(2025) 

Tahun 
ke 5 

(2026) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

perlindungan 

khusus 

8 

Rata-rata jumlah 

anak per 
keluarga 

2 2 2 1,9 1,9 1,9 

9 Rasio Akseptor 70% 70% 70,5% 71% 71,5% 72% 

10 

Persentase 
pemberdayaan 

Kelompok 
Kegiatan Bangga 

Kencana 

51% 70% 75% 77% 79% 80% 
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Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana  pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Lima 

Tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

selama 5 tahun. 

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 – 2026 

tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif 

masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat 

bekerjasama dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.  

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana tahun 2021 - 2026 kiranya dapat dipedomani dan dapat 

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan 

tahunan bagi segenap jajaran pelaksana pembanguna bidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

 

 


